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RINGKASAN

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun danasyperkawinan
dapat dibatalkan, seperti yang tertuang dalam Umpdlimdang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebuterkawinan dapat
dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi sysyatat untuk
melangsungkan perkawinan”. Batal yaitu rusakny&uhu yang ditetapkan
terhadap suatu amalan seseorang, karena tidakntdripga syarat-syarat dan
rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukunnyga perbuatan itu
dilarang atau diharamkan oleh agama. Larangan wer&a dalam ilmufikih
disebut Mahran mahramadalah orang yang haram untuk dinikahi. Larangan
perkawinan ada dua macam, pertama disgtaliram mu’aqqgatlarangan dalam
waktu tertentu) dan keduaahram mu’abbadlarangan untuk selama-lamanya).
Larangan perkawinan yang dimaksud adalah oranggonmng tidak boleh
melakukan perkawinan, yang dimaksud disini adakzlemppuan-perempuan yang
tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; ataebaliknya laki-laki mana saja
yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan karena gabumasab yang
terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang. Kasus @rmhbla ketika terjadi
perkawinan antara seorang laki-laki bernama Habakafi nama sebenarnya)
Umur 33 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kedian@god&di RT.02 RW.03 Desa
Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajangrrfiadhon |) dengan
seorang perempuan yang bernama Muryati binti Kifburkan nama sebenarnya),
Umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediandod&di RT.02 RW.03 Desa
Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajangrficdon Il), perkawinan
keduanya terjadi pada tahun 1998, dari perkawiru&nya telah di lahirkan 2
(dua) orang anak yang masing-masing berusia 8fdejaahun dan 4 (empat)
tahun.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka isangin membahas dan
mengkaji lebih lanjut kasus tersebut dalam suatyekdmiah berbentuk skripsi
dengan judul: KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN



PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB (Studi Putu san
Nomor.1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj).

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, anfara; apakah
pertimbangan hukum bagi hakim pengadilan agama ndataengabulkan
permohonan pembatalan perkawinan akibat adanya nigabu nasab,
bagaimanakah proses pemeriksaan permohonan pearbgtatkawinan akibat
adanya hubungan nasab, bagaimana akibat hukunsuai perkawinan yang
dibatalkan berkaitan dengan harta kekayaan dan anak

Tujuan penulisan skrispi ini terdiri atas tujuamwm dan tujuan khusus.
Tujuan umum pada intinya penulisan skripsi ini atalintuk diajukan sebagai
tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana hukum paalultas Hukum
Universitas Jember. Tujuan khusus untuk membejianban atas permasalahan
yang diangkat. Metode penulisan skripsi ini mengduam tipe yuridis normatif,
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan unchalagng, pendekatan kasus,
dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiricethan hukum primer, bahan
hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakandaeliskriptif.

Perkawinan Termohon | dan Termohon Il telah mejangketentuan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentanga®inan jo. Intruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukalam dan hukum
syar’i, maka perkawinan Termohon | dan Termohohdtus dibatalkan. Proses
pemeriksaan pembatalan perkawinan akibat adanyanigabh nasab tidak jauh
berbeda dengan proses pemeriksaan perkara lam, cea pengajuan dan
pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan #dakusama dengan
pengajuan dan pemeriksaan gugatan perceraian. tAkilhlkkum apabila
perkawinan putus karena pembatalan perkawinan, rhak@a bersama dibagi
menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing suami istthak mendapatkan %2
(setengah) dari harta bersama sepanjang para tulaékmenentukan lain. Akibat
hukum dari perkawinan yang dibatalkan berkaitangdananak, Anak yang lahir
dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak yahg sa

Untuk menghilangkan kemungkinan atau menghalandgulnya hal-hal
yang tidak diinginkan hakim harus bertindak hati-hdalam mengambil

keputusannya. Dalam memutus permohonan pembatakkavpnan ini



pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuanmaganereka yang
perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagi Kattorsan Agama harus
lebih teliti dalam memeriksa permohonan perkawireah,ini dimaksudkan untuk
menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukufams dan peraturan
perundang-undangan, dan juga sebelum akad nikadksdihakan Pegawai
Pencatat Nikah harus menanyakan kepada calon siemg¢alon istri dan juga
keluarga dari masing-masing calon suami istri tarsedan bagi calon suami dan
calon istri dan keluarga dari masing-masing caleens sitri harus memberikan
jawaban yang sebenarnya. Hakim yang memeriksa @erk@embatalan
perkawinan, harus memenuhi harapan pencari keagilag selalu menghendaki
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, gipddédam perkara pembatalan
perkawinan akibat hubungan nasab, tidak perlu p&sasran yang berbelit-belit
yang dapat menyebabkan proses pemeriksaan belgat@njika bukti-bukti yang
ada diakui dan tidak disangkal oleh para pihalkggansampai akibat pemeriksaan
yang berjalan lama menimbulkan masalah baru. Patabrihendaknya juga
mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengardiieaiu hukum bagi anak
hasil perkawinan yang dinyatakan batal demi huk@agi Petugas Pencatat
Perkawinan hendaknya pengumuman tentang pembeaitahkehendak
melangsugkan perkawinan dengan cara menempelkagup@man menurut
formulir yang ditempelkan pada kantor pencatat ge&rkan harus diletakkan

pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SVWienciptakan
makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hideqgaimpingan, saling
mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskamruetn. Manusia sebagai
makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna thislerdampingan” sebagai
suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diokalh hukum, agar menjadi
sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seoraagdpri seorang wanita yang
memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti ted@masuki gerbang baru dalam
kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga sakinah. Perkawinan
merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari dideratau dibaca dalam media
massa. Namun jika ditanyakan apa yang di maksudageistilah tersebut, maka
orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendagatkormulasi, walaupun
sebenarnya apa yang di maksud dengan istilahléh sela dalam pikiran dengan
jelas.

Perkawinan adalah ikatan sosial dan ikatan Ketuhab&atakan ikatan
sosial karena didalamnya merupakan penyatuan 2) (ddbadi yang saling
mengikatkan diri dalam suatu ikatan yang suci sab@gsangan suami istri,
dalam hubungan tersebut timbullah diantara kedudahbepihak untuk
melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu keluémgaungan berpasang-
pasangan itulah diperlukan adanya perkawinan yasmgpakan sunnatullah yang
diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk melargutketurunan, memberikan
ketentraman bagi yang melaksanakannya. SedangkdanikKetuhanan karena
perkawinan merupakan suatu ibadah bagi umat islam.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antaraasgo pria dengan
seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuambastuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketohémag Maha Esa (Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin&erkawinan
merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukaahaduatu perbuatan

yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban sertaatkikibat hukum yang



sangat penting dalam kehidupan yang bersangkutagademasyarakat, seperti
timbullnya hubungan suami-istri, hubungan orangdelagan anak, masalah harta
benda yang timbul dari akibat perkawinan (pewaris@m penafkahan baik

terhadap istri maupun terhadap anak).

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telamenuhi syarat-
syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pada ketettndang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hulksilam dan hukum agama
atau kepercayaan masing-masing pihak yang berstamgk®erkawinan yang
telah dilaksanakan tersebut harus dicatatkan sebaga yang dimaksud dalam
ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor Huial974 Tentang
Perkawinan, pencatatan dimaksudkan untuk mempeta&hbhatan hukum dan
apabila terjadi perselisihan dikemudian hari dagiduktikan dengan mudah.
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadilaistpva itu menjadi jelas,
baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orangd@inmasyarakat (Lili Rasjidi,
1991:85).

Suatu perkawinan yang telah terjadi atau telahahgdung, apabila
nantinya dikemudian hari diketahui bahwa para piHakami-Istri) tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkanvimaka perkawinan
tersebut dapat di dibatalkan (Pasal 22 Undang-Undéomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan). Pengertian kata “dapat” yasnglapat pada Pasal 22
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawthartikan bisa atau
bisa tidak batal, apabila menurut ketentuan hukgamanya masing-masing
tidak menentukan lain. Mengingat dalam pembatatakgwinan dapat membawa
akibat hukum terhadap suami-istri, anak maupunahpdrkawinan dan juga
keluarga dari masing-masing pihak dan untuk meagbgkan kemungkinan atau
menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkaakim harus bertindak hati-
hati dalam mengambil keputusannya. Dalam memutasigieonan pembatalan
perkawinan ini pengadilan harus selalu memperhatketentuan agama mereka
yang perkawinannya dimintakan pembatalannya (lLaksjili, 1991:83).

Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatkawinan adalah

apabila diantara para pihak (suami-istri) terddpdtungan keluarga yang sangat



dekat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalamasan-Nisa’ ayat 22-24, yang
teriemahannya sebagai berikut;

“Dan janganlah kamu nikahi wanita yang telah dihikaleh
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampawnggshnya
perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan sekduruk jalan
(yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahy-iftumu,
anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapganu
perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuaak-afiak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-lakgk-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuadibuiinu
yang menyusui kamu. Saudara perempuan yang sepanstisu-ibu
istimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pdérasanmu
(anak tiri) dari istri kamu yang telah kamu camptetapi jika kamu
belum men-campuri dengan istrimu itu (dan sudahukaeraikan)
maka tidak berdosa kamu menikahinya dan diharanidegimu)
istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghinkpan(dalam
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kegamafj telah
terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah MamgdPnpun
Lagi Maha Penyayang, dan (diharamkan juga menikedjta yang
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki &All telah
menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atasu.kdan
dihalalkan bagi kamu selain demikian, (yaitu) mengstri-istri
dengan hartamu untuk dinikahi, bukan untuk berzif@ka istri-istri
yang telah kamu nikmati (campuri) di antara merdb@ikanlah
kepada mereka maharnya, (dengan sempurna), selsagdil
kewajiban dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadabusyang
kamu telah saling merelakannya, sesudah menentoiarar itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bgaks’ (An-
Nisa’: 22-24).

Dari terjemahan surat an-Nisa’ ayat 22-24, perkawipang masih ada hubungan
darah atau hubungan keluarga yang sangat dekaaseoalis batal demi hukum,
“batal demi hukum” adalah bagi hukum akibat perbnaersebut dianggap tidak
ada tanpa perlu adanya suatu putusan hakim atauussm badan pemerintah
lain yang berkompeten membatalkan perbuatan tersebdangkan perbuatan
yang “dapat dibatalkan” adalah bagi hukum perbuatang dilakukan dan
akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan b&dim atau badan
pemerintah yang berkompeten. Salah satu pihak ydagat mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabay p&mwvenang hanya
selama perkawinan belum diputus atau pejabat yangemang untuk mengawasi
pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Ndntahun 1974 Tentang
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Hukum Islam. Pengajuan permohonan pembatalan peraawdapat diajukan
kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya rielipempat
berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kesizami-istri, suami atau
istri. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelahupan Pengadilan Agama
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mulai kerlaejak saat
berlangsungnya perkawinan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan karena gabumasab yang
terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang. Kasus @rmhbla ketika terjadi
perkawinan antara seorang laki-laki bernama Habakafy nama sebenarnya),
Umur 33 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kedian@god&di RT.02 RW.03 Desa
Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajangrrfiahon |) dengan
seorang perempuan yang bernama Muryati binti KhdBukan nama
sebenarnya), Umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, tdageman Sidodadi RT.02
RW.03 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupatamajang (Termohon
II), perkawinan keduanya terjadi pada tahun 1998j gerkawinan keduanya
telah di lahirkan 2 (dua) orang anak yang masingingaberusia 8 (delapan)
tahun dan 4 (empat) tahun.

Selama perkawinan berlangsung ternyata diketahiilajaoran tetangga
dekat bahwa Termohon | dan Termohon Il adalah maddén hubungan nasab
sedarah sebagai saudara se ayah lain ibu. Termblemalah anak hasil
perkawinan antara seorang laki-laki bernama Ahrhakgn nama sebenarnya)
dengan seorang wanita bernama Supini (bukan nabenamya), sedangkan
Termohon |l adalah anak hasil perkawinan Khoink@dn nama sebenarnya)
dengan wanita yang bernama Umi (bukan nama seber)arBahwa laki-laki
yang bernama Khoiri (bukan nama sebenarnya) adgiafa bernama
Ahmat(bukan nama sebenarnya), jadi orang terselmmhakai dua nama tapi
orangnya satu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Kepala Kantousdsr Agama
Kecamatan Gucilait (Pemohon) Kabupaten Lumajanggajekan permohonan
pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama amgajntuk membatalkan
perkawinan antara Termohon | dan Termohon Il karemdanggar Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan damgflasi Hukum Islam



serta hukum Syara’. Suami Istri tersebut telah mggar larangan perkawinan
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Berdasarkan permohonan pembatalan perkawinan térdedngadilan
Agama Lumajang mengabulkan permohonan yang diajokam Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajé@Pgmohon) dengan
membatalkan perkawinan Termohon | dan Termohoratigytelah dilaksanakan
pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 1998. Dengdanya pembatalan
perkawinan tersebut dapat membawa akibat hukunadegh suami-istri, anak
maupun harta perkawinan dan juga keluarga daringasiasing pihak.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, mpd&aulis ingin
membahas dan mengkaji lebih lanjut kasus tersealaind suatu karya ilmiah
berbentuk skripsi dengan judul:KAJIAN YURIDIS TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB
(Studi Putusan Nomor.1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikantasliia maka
permasalahan yang akan di bahas dalam skripsliaigai berikut:

1. Apakah Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Pengadilan rdayaDalam
Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan AkiBdanya
Hubungan Nasab?

2. Bagaimanakah Proses Pemeriksaan Permohonan Peanb&eatkawinan
Akibat Adanya Hubungan Nasab?

3. Bagaimana Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yandpailkan

Berkaitan Dengan Harta Kekayaan Dan Anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi dua) yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus.
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini antara:lain



1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat tdgas dalam
memproleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukunivedsitas
Jember.

2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dipegoleh dari
perkuliahan yang sifanya teoritis dengan kenyatgang ada dalam
masyarakat.

3. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan permmkiyang berguna
bagi masyarakat pada umumnya, Mahasiswa FakultkarflWniversitas
Jember pada khususnya.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini antaia |

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan hukdeh diakim
Pengadilan Agama Lumajang dalam mengabulkan pemaoho
pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab.

2. Untuk mengetahui lebih lanjut proses pemeriksaarrmplBonan
pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab.

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari suatu perkawiyang dibatalkan

berkaitan dengan harta kekayaan dan anak.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya tulis ilmiah atau skripsdalamnya digunakan
metode tertentu yang sistematis dan terarah gumalapatkan hasil pemecahan
dan kesimpulan yang mempunyai keakuratan serta dgmtanggungjawabkan.
Metode penelitian hukum faktor penting dalam pesanli karya ilmiah yang
digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengemdoandkn menguji
kebenaran serta menjalankan prosedur yang benge Penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitigang difokuskan untuk
mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam huksitif yang berlaku.
Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengaarac mengkaji berbagai aturan
hukum yang bersifat formil seperti undang-undangrajuran-peraturan serta
literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yaegnkdian dihubungkan dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.



1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripatialah pendekatan
perundang-undangastétute approachdan pendekatan kasusaée approach
dan pendekatan konseptufConceptual approach)Pendekatan perundang-
undangan dilakukan dengan menelaah semua undaaggthn regulasi yang
bersangkut paut dengan isu atau fakta hukum yadgngeditangani (Peter
Mahmud Marzuki, 2005: 93). Peraturan perundang-ogaia yang dijadikan
kajian utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahud T®htang Perkawinan
dan peraturan pelaksananya, serta Kompilasi Hukwgiaml Sedangkan
pendekatan kasus adalah alasan-alasan hukum ygunga&@an oleh hakim untuk
sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki5:2009). Pendekatam
konseptual(conceptual approachglilakukan dengan membangun suatu konsep
untuk dijadikan acuan dalam penelitian yang beraengengan konsep hukum,
yaitu mengenai pembatalan perkawinan menurut urdadgng dan menurut
kompilasi hukum islam.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan fathalkaan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hykummer dan bahan
hukum sekunder yang dimaksud dalam penulisan skipsadalah sebagai
berikut:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangfaemesitoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer iterdari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dgdembuatan perundang

undangan dan putusan hakim (Peter Mahmud MarzQR5:2141).

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam psarulskripsi ini
antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tgnRerkawinan, Intruksi
Presiden Nomor. 1 Th. 1991 Tentang Kompilasi Hukistam, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanadangd-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Pé&mga8lgama Nomor
1136/Pdt.G/2006/PA.Lm;.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentalkgm yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikadang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnakuma dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud uWiar2005: 141).
Wawancara dengan pejabat instansi yang berkomgetegan permasalahan yang
dibahas, wawancara bukan merupakan bahan hukumn &&&@pi dapat
dimasukkan sebagai bahan non hukum dan ada baklatga peneliti menyusun
beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukwarasgectulis sehingga si
yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnyasstsréulis. Apabila hal ini
dilakukan, pendapat hukum tersebut dapat menjadirbAukum sekunder (Peter
Mahmud Marzuki, 2005:165). Dalam kasus ini wawaacdilakukan terhadap
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucilait Kabem Lumajang dan
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Kertowomoamlatan Gucilait
Kabupaten Lumajang.
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan salahhsédtypenting
dalam suatu penulisan karya ilmiah. Metode pengulampbahan hukum dalam
penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengagraturan perundang-
undangan yang sesuai dengan permasalahan yangkatiadgn penelusuran
terhadap buku-buku, karena dalam penulisan sknpsienggunakan pendekatan
perundang-undanga(Statute Approach)pendekatan kasu@Case Approach),
Pendekatan konseptugConceptual Approach)maka bahan hukum primer
merupakan langkah awal yang perlu dicapai yang kieanudilanjutkan dengan
bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 20035). 1

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses mkaerjawaban dari
permasalahan yang diangkat. Bahan-bahan hukum yatah terkumpul
selanjutnya diolah dan dianalisa. Metode analiaisgydigunakan dalam skripsi
ini menggunakan metode diskriptif, yaitu suatu rdetanalisa yang bersifat

memberi keterangan, penjelasan, dan untuk mempegalmbaran secara singkat



mengenai asas-asas dan segala informasi serta bafkam, Sehingga pada
akhirnya dapat dicapai tujuan yang diinginkan didal penelitian ini yakni
mendapat jawaban atas permasalahan yang dirumusBagian akhir dalam
penulisan skripsi ini adalah menarik kesimpularadabentuk argumentasi yang
menjawab isu-isu hukum dan memberikan preskripsidasarkan pada

argumentasi yang telah dibangun (Peter Mahmud Mgr2005: 171)



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan
2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 18ftang
perkawinan memberikan definisi sebagai berikutrkpe/inan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanitgaesuami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia ldal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah “akad” (ke@n) antara wali
wanita calon isteri dengan pria calon suaminya.dAkikah itu harus diucapkan
oleh wali si wanita dengan jelas berufb (serah) dargobul (terima) oleh si
calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua oesj gang memenuhi syarat.
Jadi perkawinan menurut agama islam adalah penkatgara wali perempuan
(calon isteri) dengan calon suami perempuan ithabiperikatan antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagaimana dimaksachddsal 1 Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun1974. Hal ini menunjukkahvia ikatan perkawinan
dalam islam berarti pula perikatan kekerabatan buperikatan perseorangan
(Hilman Hadikusuma, 2003: 11).

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan sekstetapi menurut arti
majaziatau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang maikgn halal hubungan
seksual sebagai suami istri antara seorang prisséarang wanita (Muhammad
Idris Ramulyo, 1996: 1). Hazairin menyatakan balmtiedari sebuah perkawinan
adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada ripetkawinan) bila tidak ada
hubungan seksual. Senada dengan Hazairin, MahmudisYmendefinisikan
perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan hinbraHosein
mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang deryganmenjadi halal
hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secati kelgas perkawinan juga
dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual/lgrgket(A. Nurudin & Azhari,
2004: 40).



Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapada Pasal 2
dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam &adadanikahan yaitu akad
yang sangat kuat atamiitsaqon ghalidhanuntuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Katiisaqon ghalidhanni ditarik dari
firman Allah SWT. Yang terdapat pada Surah An-Niagat 21 yang artinya
“bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telahuksrikan pada istrimu,
padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampugadeyang lain sebagai suami
istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambdridkamu perjanjian yang kuat
(miitsagon ghalidhan)”.

2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Disamping rukun, perkawinan juga memiliki syaraisy yang harus
dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuaukum, terutama
menyangkut sah atau tidaknya suatu perbuatan tdrskelbi segi hukum (Amir
Syarifudin, 2004:59). Undang-Undang Nomor 1 Tah8A4lTentang Perkawinan
tidak membicarakan tentang rukun perkawinan, Undamgang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan hanya membicarakan sparafiwinan yang harus
dipenuhi oleh para pihak yang akan melaksanakatapéman. Sedangkan dalam
Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan umukperkawinan
sebagaimana yang terdapat pada Pasal 14, yangukdsmi rukun tersebut
mengikuti figih syafi'iy dengan tidak memasukkanhmadalam rukun.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang dimaksud nd&asal 6 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan af#era

a. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kezhlan
mempelai.

b. seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harudapanhijin
dari kedua orang tua.

c. jika salah satu dari kedua orang tua meninggaladatau tidak
mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh deang tua
yang mampu menyatakan kehendak.

d. jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mam
menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari watang yang
memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungaahd
selama garis keturunan ke atas.

e. jika terdapat perbedaan pendapat di antara merafea; jika
seorang atau lebih tidak menyatakan kehendaknyadiperoleh
dari pengadilan.



f. hal-hal tersebut dalam huruf a sampai dengan herierlaku
sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayadari
yang bersangkutan tidak menentukan lain (Martimd@8.1;27).
Sedangkan menuryumhur ulamarukun perkawinan ada lima dan

masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-sysadéntu, antara lain:

1. Calon mempelai laki-laki.

1. beragama islam

2. laki-laki

3. jelas orangnya

4. dapat memberikan persetujuan

5. tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon mempelai perempuan.

1. beragama islam.

2. perempuan.

3. jelas orangnya.

4. dapat memberikan persetujuan.

5. tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan
perkawinan.

1. laki-laki.

2. dewasa.

3. mempunyai hak perwalian.

4. tidak terdapat halangan perwalian.

4. Dua orang saksi.

hadir dalamjab Qabul.

dapat mengerti maksud akad.

islam.

dewasa.

minimal ada dua orang saksi.

5. Ijab yang dilakukan oleh wali dagobul yang dilakukan oleh
mempelai laki-laki.

1. adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

2. adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.

3. memakai kata-kata nikatgzwij atau terjemahan dari kedua
kata tersebut.

4. antaraijab danQabulbersambungan.

5. antarajab danQabuljelas maknanya.

6. orang yang terkait dengaijpb dan gabul tidak sedang
ihram haji atau umroh.

7. majlis ijab dan gobul itu harus dihadiri minimum empat
orang yaitu mempelai atau wakilnya, wali dari melape
wanita dan dua orang saksi (Amir Nurudin & Azhari,
2004:62-63).

k0N E

Walaupun secara lahiriah seorang wanita mampu untekjadi saksi,

namun para ulama sepakat saksi dalam perkawindaha@lddua) orang laki-laki



yang beragama islam, dapat mengerti maksud akadh niladir dalanijab qobul
serta dewasa. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun I'@&tang Kompilasi Hukum
Islam, setiap perkawinan harus disaksikan olehud)(drang saksi (Pasal 24 Ayat
(1) saksi merupakan rukun dalam pelaksanaan alkah r{Pasal 24 Ayat (2)),
yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah seorakgld& muslim, adil, akil
baligh, tidak tertanggu ingatannya dan tidak tumsgu atau tuli ( Pasal 25), saksi
harus hadir dan menyaksikan secara langsung akath serta menandatangani
Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangkan (Pasal 26),
(Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Keeantucilit Kabupaten
Lumajang)
2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah Untmemperoleh
keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mardirumah tangga yang
damai dan teratur (Mahmud Yunus dalam Idris Ramuli@96:26). Tujuan
perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keagrumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha [BEgandang dari segi
agama lIslam, tujuan pokok dari perkawinan adalan kghidupan rumah tangga
suami isteri menjadi tenang, tentram, penuh kesylarsy atasakinah, mawadabh,
warohmahsebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah,a&Qusurat Ar-
Rum, ayat 21 yang terjemahannya sebagai berikut:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah Dia iptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supayamki cenderung

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannydadsgmnu rasa

kasih sayang. Sesunguhnya pada yang demikian marteenar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Tujuan perkawinan pada umunya bergantung pada giasasing
individu yang akan melasanakannya, karena lebilsifagrsubyektif. Tujuan
umum yang hendak dicapai adalah memperolah kelsdragian kesejahteraan
lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejameatania dan akhirat. Tujuan
perkawinan yang lain yang bersifat kekal. Dalamkaeinan perlu ditanamkan
bahwa perkawinana itu berlangsung untuk seumurphidlan selama-lamanya
kecuali dipisahkan dengan kematian. Dengan adangmikpan tersebut

perceraian akan jarang terjadi, karena perceriaarupakan perbuatan halal



namun sangat dibenci oleh Allah. Adapun tujuan igairan secara rinci dapat
dikemukakan sebagai berikut:

melaksanakan libido seksualitas.

memperolah keturunan

memperoleh keturunan yang soleh.

memperoleh kebahagiaan dan ketentraman.

mengikuti sunnah Nabi.

menjalankan perintah Allah.

untuk berdakwah (Slamet Abidin Dan Aminuddin, 192118).

NookowpE

2.2 Larangan Perkawinan
2.2.1 Pengertian Larangan Perkawinan

Pengertian larangan atau halangan menurut kamusidrabasa indonesia
adalah perintah melarang suatu perbuatan, sehiaggagan perkawinan adalah
perintah yang langsung dari Allah untuk tidak bolablaksanakan perkawinan
tersebut dengan apa yang telah ditetapkan. Dalakunimuperkawinan Islam
dikenal sebuah asas yang disebut asas selektivMt@ssud dari asas ini adalah
seseorang yang hendak menikah harus terlebih dafeyeleksi dengan siapa ia
boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untekikah. (Idris Ramulyo
dalam A.Nurudin & Azhari, 2004:144).

Sedangkan menurut hukum islam larangan perkawitdandilmu fikih
disebutmahram, mahramadalah orang yang haram untuk dinikahi (A.Nurudin &
Azhari, 2004:145). Larangan perkawinan ada dua magaertama disebut
mahram mu’aggatlarangan dalam waktu tertentu) dan kechahram mu’abbad
(larangan untuk selama-lamanya). Larangan perkawyrzang dimaksud adalah
orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinsmg dimaksud disini
adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikaeh seorang laki-laki;
atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak Ibolmengawini seorang
perempuan.

2.2.2 Macam-Macam Larangan Perkawinan

Sebelum perkawinan dilaksanakan baik keluarga naupegawai
Pencatat Nikah harus meneliti apakah diantara calami- istri tersebut terdapat
halangan melaksanakan perkawinan atau tidak. Hamapgrkawinan itu disebut

juga dengan larangan perkawinan. Dalam ketentuasatizUndang Nomor 1



Tahun 1974 Tentang Perkawinan, larangan kawin wiltior dalam Pasal 8 yang
menyatakan;

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kealba
ataupun ke atas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamyaitg
antara saudara, antara seorang dengan saudara tagrmsn
antara seorang dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, manatan
ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, ansikarsu
saudara susuan dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai didoi
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami tbieledih dari
seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau perafaira
yang berlaku, dilarang kawin;

Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islamanizan kawin di
muat dalam pasal 39 sampai pasal 44.

Dalam pasal 39 dinyatakan, dilarang melangsunglakaginan antara
seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:
1. karena pertalian nasab:
a. Dengan seorang yang melahirkan atau yang menurop&an
atau keturunannya;
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu;
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
2. karena pertalian kerabat semenda
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya bekas

istrinya;
b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang
menurunkannya,;

c. Dengan wanita keturunan istri atau bekas istri, ukéic
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istiioya
goblu al dukhul

d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya;

3. karena pertalian susuan:

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya mitenu
garis lurus keatas.

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya unenur
garis lurus kebawah.

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan keanenak
sesusuan ke bawah.

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi
sesusuan ke atas.

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan ketumuye



Dalam pasal 40 dinyatakan dilarang melangsungkakapenan

antara seorang dengan seorang wanita karena keteadesanu;

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu
perkawinan dengan pria lain.

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa idaejad
pria lain.

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam Pasal 41 juga mengatur tentang ketentuamgarakawin

yang melarang:

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan sgonanita
yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sasdsmgan
istrinya:

a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta ketug@ann
b. Wanita dengan bibinya atau keturunannya.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlakkipes istri-
istrinya telah ditalak raj’i, tetapi masih dalamsaaddah.

Pasal 42 juga mengatur tentang ketentuan lararmaim kyang
melarang:

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan ateisgorang

wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai ¢g8norang istri

yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawiagu masih
dalam iddah talak raj’i ataupun salah seorang drantneraka masih
terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masiam masa iddah
talak raj'i.

Pasal 43 juga mengatur tentang ketentuan larangamnk
yang isinya:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seoraag pr
a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditajakkali.
b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili’an.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur,ukblekas
istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudgerkawinan
tersebut putus ba’da dhukul dan telah habis makehidya.

Pasal 44 melarang perkawinan antara:

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan peri@awidengan

seorang yang tidak beragama islam.

2.3 Pembatalan Perkawinan
2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun danasyperkawinan
dapat dibatalkan, seperti yang tertuang dalam Umpdlimdang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebutlerkawinan dapat
dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi sysyatat untuk
melangsungkan perkawinan”. Batal yaitu rusakny&uhu yang ditetapkan

terhadap suatu amalan seseorang, karena tidakntdripga syarat-syarat dan



rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukunnyga perbuatan itu
dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secaramunbatalnya suatu
perkawinan dapat diartikan rusak atau tidak sahpgekawinan karena tidak
memenuhi salah satu rukunnya atau sebab lain yaagamy atau diharamkan
oleh agama (Ghazaly, 2003:141). Sedangkan penggrémbatalan perkawinan
adalah suatu tindakan pengadilan yang berupa kegrutyang menyatakan
perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak dah sesuatu yang dinyatakan
tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak geads.
2.3.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun l@ndang
Perkawinan, menyatakan bahwa: Perkawinan dapatatkba apabila para pihak
tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkankapénan? Dalam
Penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa pengertipat’daada pasal ini diartikan
bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menketéntuan hukum agamanya
masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demjkémnis perkawinadi atas
dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibataBalam ketentuan Pasal 22
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawthisebutkan bahwa
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihakkticemenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 70piasn Hukum Islam,
alasan-alasan untuk dapat mengajukan pembatalkavgean antara lain;

Perkawinan batal apabila;

a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhelakukan
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang sekalipun
salah satu dari keempat istrinya itu dalam id@ddtktraj’i.

b. seorang menikahi bekas istrinya yang telah diljenn

c. seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatigh kali
talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebutnpb menikah
dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi balddukhul dari
pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

d. perkawinan dilakukan diantara dua orang yang meggiun
hubungan darah semenda dan susuan sampai deraggatue/ang
menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Unbimor
1 Tahun 1974, yaitu:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kelba
atau ke atas.

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyanypitig
antara saudara, antara seorang dengan saudarawsadgn
antara seorang dengan saudara neneknya.



c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, mardan
ibu atau ayah tiri.
d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuaR, ana
sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau pamaunasesu
i. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau
kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 70 Kompgdakum Islam
perkawinan sebagaimana dimaksud diatas batal deokunin Batalnya
perkawinan tersebut disebabkan tidak terpenuhiggeas dan rukun perkawinan
yang bersifat essensial dan dapat juga disebutkopgekawinan atau dalam
hukum Islam dikenal dengan nama larangan yang timdé&h dilanggarLebih
lanjut menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nor@drahun 1975 ditentukan
bahwa, apabila pernikahan telah berlangsung kemudrayata terdapat larangan
menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang
perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkamkahan tersebut
atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan

Sedangkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyatakahwa
perkawinan antara seorang laki-laki dengan seopg@ngmpuan dapat dibatalkan
apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin petaadigama,

b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketamaisih
menjadi istri pria lain yang mafqud,;

c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddkai suami
lain;

d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinaagséinana
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1TaBid4;

e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakeh wali
yang tidak berhak;

f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Tidak terpenuhinya syarat dalam Pasal 71 IntrukssiBen Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat w@ildan, syarat ini sering
disebut syarat subyektif dan akibat hukum dariryalah dapat dibatalkan, yaitu
yang dapat dibatalkan dan bukan batal dengan $eyalir Permohonan
pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihakgylaerhak mengajukannya
kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya rielipempat

berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggdu& suami-istri, suami atau

istri.



2.4 Hubungan Nasab
2.4.1 Pengertian Hubungan Nasab

Dari segi bahasa, kataasab berasal dari bahasa arab yang berarti
keturunan atau kerabat. Menurut istilah dari besbaliferatur figh dapat
disimpulkan bahwaasabberarti legalitas hubungan kekeluargaan terde&agy
berdasarkan tali darah, sebagai salah satu ak#éfsapdrnikahan yang sah, atau
nikah fasid, atau senggama syubhdasabberupa sebuah pengakugyara’ bagi
hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayakhingga dengan itu anak
tersebut menjadi salah seorang anggota keluarggats keturunan tersebut.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahasabdibentuk oleh 2
(dua) hal, yaitu:

1. Satu tali darah. Hubunganasab didasarkan atas satu aliran
darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalalrbalgiri
yang lain. Seorang anak misalnya, adalah bagian diah
daging ayahnya, dan ayah adalah bagian dari daakékkdan
seterusnya. Dengan demikian orang-orang yang semngsab
adalah orang-orang yang sealiran darah.

2. Anak dilahirkan lewat pernikahan yang sah, atauamikasid,
atau senggama syubhat. Hubungasabdisamping didasarkan
atas akad nikah yang sah, atau nikah fasid (buleal)b atau
senggama syubhat, dan hal ini merupakan syarataknihgi
diakuinya hubungan keturunan. Oleh karena itu menur
pandangan hukum Islam, semata-mata ada pertaliah datara
seorang laki-laki dengan seorang bayi belumlah ulislecara
syara’ nasabnya. Dengan adanya ketantuan itu, tseper
dikemukakan Wahbah Az-Zuhail, anak zina tidak diaku
nasabnya. Karena, mengakui nasab anak zina beranpakui
zina. Perbuatan zina adalah perbuatan terlarargmdaglam.
(Effendi dalam Mimbar Hukum, 1999:5-19).

2.4.2 Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Nasab
Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungesab antara lain:

a. lbu, termasuk dalam pengertian ibu adalah nenektelars ke
atas, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.

b. Anak perempuan, termasuk dalam pengertian anakmpeisEn
adalah cucu perempuan dari anak laki-laki maupum al@ak
perempuan dan terus ke bawabh.

c. Saudara perempuan, baik sebapak dan seibu, maepapak
saja atau seibu saja.

d. Bibi, yaitu saudara perempuan bapak dari ibu, salkandung
atau sebapak atau seibu.



e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak pempu
saudara laki-laki atau saudara perempuan dan kerusmawah
(M. Ali Hasan, 2003: 44-45).

Dalam hal wanita-wanita yang haram dinikahi, Algurtelah mengaturnya
dalam surat an-Nisa' ayat 22-23, berpijak dari apat para ulama membuat
rumusan-rumusan yang lebih sistematis sebagaiuterik
Karena pertalian nasab (hubungan darah).

Ibu, nenek (dari garis Ibu atau bapak) dan setgeuke atas.

anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnyavikd.ba

saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.

saudara perempuan ibu (bibi atau tante).

saudara perempuan bapak (bibi atau tante).

anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung .

anak perempuan dari sudara laki-laki seayah.

anak perempuan dari sudara perempuan sekandung.

anak perempuan saudara perempuan seayah.

. anak perempuan saudara perempuan seibu (NurrudiAstzari,
2004:147).

Wanita-wanita tersebut haram hukumnya di kawingbdip terjadi perkawinan,
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maka perkawinan tersebut batal demi hukum karela& tnemenuhi syarat-syarat

obyektif perkawinan.

2.5 Harta Kekayaan Dalam Perkawinan
2.5.1 Pengertian Harta Kekayaan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentancka®énan tidak
menjelaskan secara pasti mengenai pengertian haitayaan perkawinan,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawl@aya menjelaskan
mengenai harta yang terbentuk jika terjadi perkawiantara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan. Harta yang terbentuk dieddan perkawinan antara
lain harta bersama dan harta bawaan, untuk setgmjuyang disebut harta
persatuan adalah harta persatuan menurut Kitabrigrdadang Hukum Perdata,
sedangkan harta persatuan menurut Undang-UndangoMNdmTahun 1974
tentang Perkawinan disebut harta bersama.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam telah didesfikan secara jelas
mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersaredi sgmg termuat dalam

pasal 1 huruf f, yaitu:



“Harta kekayaan perkawinan dalam perkawinan atakegy adalah
harta yang diperolah baik sendiri-sendiri atau d®issama suami-
istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsuag, selanjutnya
disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan t@rdzttis nama
siapa pun”.

Adanya harta bersama dalam ikatan perkawinan yag #dak menutup

kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-mgsimami atau istri.

Pengaturan seperti tersebut diatas sesuai dengamhadat, hukum adat

membedakan antara barang gono-gini yang menjadk m@rsama suami-istri,
dan barang-barang gawan yang tetap menjadi milikimgamasing suami-istri
(Abdul Manaf, 2006:25-26).
Undang Hukum Perdata dalam satu keluarga hanyaalilsatu kelompok harta,
kelompok harta yang di maksud adalah harta penmsatuami istri. Untuk harta
persatuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdgag selanjutnya

disebut harta bersama dalam Undang-Undang NomomHurl 1974 Tentang

Sedangkan menurut ketam Kitab Undang-

Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam.

2.5.2 Asas-Asas Harta Kekayaan Perkawinan

Beberapa asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahud I@ntang

Perkawinan yang berhubungan dengan hukum hartaywer&n:

1.

Tidak menutup kemungkinan untuk adanya peraturdakganaan
hukum harta perkawinan yang berbeda-beda untukngalo
tertentu (Pasal 37 diatur menurut hukumnya masiaging ), atau
kata-kata tersebut dapat ditafsirkan, bahwa masitha a
kemungkinan, bahwa hukum harta perkawinan yangakerl
selama ini berlaku untuk masing-masing golongardpéuk tetap
dipakai, sebagai peraturan pelaksanaan;

Asas monogami, dengan kemungkinan adanya poligelragsi
perkecualian (Pasal 3 ayat 1)

Persamaan kedudukan antara suami dan istri; kedaryd
mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang (Passia81l);

Istri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk kakn(Pasal 31
ayat 2);

Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan masu&nddlarta
bersama, kecuali yang diperoleh dari hibah dansaariyang jatuh
di luar harta bersama (Pasal 35 ayat 1);

Harta yang dibawa ke dalam perkawinan (dalam huidat: harta
asal) dan harta yang diperoleh sebagai hibah/aiaar dvarisan
tetap dalam penguasaan masing-masing yang
membawa/memperolehnya (Pasal 35 ayat 2);

. Calon suami istri ada kesempatan untuk membuaamem kawin

(Pasal 29), hal mana memberi petunjuk, bahwa kedent



9.

mengenai hukum harta perkawinan dalam Undang-Undang
Perkawinan bersifat hukum yang menambah dan kayeanpara
pihak dapat menyimpanginya,;

Dimungkinkan adanya penyimpangan atas bentuk harta
perkawinan melalui perjanjian kawin sebelum atawapaaat
perkawinan dan sepanjang perkawinan, asal dipeyatsyarat-
syarat tertentu dimungkinkan adanya perubahanmenekawin;

Atas harta bersama suami atau istri dapat mengatinioibkan
hukum atas persetujuan suami/istrinya (Pasal 3619ya

10.Atas harta bawaan masing-masing suami/istri mengiuhgak

sepenuhnya; (J Satrio, 1993:6-7)

2.5.3 Macam-Macam Harta Kekayaan Perkawinan

Harta kekayaan perkawinan telah di tentukan dalasalP35 Undang-

Undan

1.
2.

g Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaentukan:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan miemgai bersama.
Harta bawaan dari masing-masing suami dan istrindaita benda yang
diperolah masing-masing adalah dibawah penguasassingamasing

sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan, bamgaurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam &atuarga mungkin
terdapat lebih dari satu kelompok harta (J Safr@93:188). Menurut Undang-

Undan
dalam
1.

g Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lyartg mungkin terbentuk
suatu perkawinan adalah:
Harta Bersama

Adalah harta benda yang diperoleh selama ikatakepénan berlangsung
dan oleh karena itu menjadi milik bersama suami-{gtbdul Manaf,
2006:25). Atas harta bersama ini suami-istri dapattindak atas
persetujuan bersama. Harta bersama dapat berupk lbemwujud atau
tidak berwujud, benda berwujud dapat berupa bedd& bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan hiela#taberwujud dapat

berupa hak dan kewajiban.

. Harta Bawaan

Adalah harta yang diperoleh masing-masing suamifgtbagai hadiah

atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dah kérena itu ia



menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masingighasiami/istri
(Abdul Manaf, 2006:25).

2.6. Anak
2.6.1 Pengertian Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentanga@eénan maupun
dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan setagas mengenai pengertian
anak, tetapi yang ada adalah mengenai penentuas bsia dewasa. Dilihat dari
pembatasan usai anak, terlepas dari mereka sahidakusah, mendefinisikan
mengenai anak tidaklah mudah terutama jika usigpada periode transisi antara
usia remaja dengan dewasa. Hukum yang berlakuddnkesia mengenal beberapa
pembatasan usia untuk anak. Undang-Undang NomofatZin 1948 tentang
Pokok Perburuhan mendefinisikan anak adalah l&kidan perempuan berusia 1
(satu) tahun ke bawah. Didalam Undang-Undang Nagn®@ahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, merumuskan batasan usai anak |(rnattalah mereka yang
berusia 8 (delapan) tahun dan belum kawin. Undamgang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yamygkep berada dibawah
kekuasaan orang tua adalah anak yang dibawah Bstihiin (delapan belas)
tahun dan belum kawin, sehingga dapat disebutkdiwdamenurut undang-
undang ini, anak adalah mereka yang berusia 1&qdelbelas) tahun kebawah
dan belum kawin. Definisi anak dalam Pasal 1 arigkindang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefeisanak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, teknasak yang masih dalam

kandungan.

2.6.2 Macam-Macam Anak Dalam Hukum Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya terjadi karena manusiguorgmi naluri untuk
melanjutkan keturunan, sehingga kehadiran anakndalamah tangga sangat
ditunggu-tunggu. Dalam hukum perkawinan di Indoamesikenal beberapa
macam anak, yaitu
1. Anak sah



Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari atauagagb akibat dari
perkawinan yang sah, sehingga mempunyai hubungamrhatau hubungan
keperdataan terhadap ayah dan ibunya.

2. Anak tidak sah
Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di Iparkawinan sehingga
sering disebut anak zina, anak zina hanya mempumyaingan hukum atau
keperdataan dengan ibunya yang melahirkan (Martih@®1:37).

3. Anak angkat
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan ldagkungan kekuasaan
keluarga orang tua, wali yang sah, atau orangjyaimg bertanggung jawab
atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan ama&bt¢, ke dalam
lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasgriausan atau penetapan
pengadilan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukéwk kepentingan
yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarka lkebiasaan setempat
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yatakiedengan adanya
pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah wpavadx diangkat
dengan orang tua kandungnya.

4. Anak Sumbang
Anak Sumbang adalah anak yang dilahirkan seb&gaata hubungan kelamin
diluar perkawinan antara sepasang manusia yangiteml jenis dan bagi
keduanya sebenarnya dilarang kawin, karena adaaestalipn darah yang
sangat dekat (Fuad M. Fachrudin dalam Dadang Ratryow2002:22).

5. Anak Piara/Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang le@nbaga, untuk
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, mpikah, dan kesehatan,
karena orang tuanya atau salah satu orang tuadgk thampu menjamin
tumbuh kembang anak secara wajar (Undang-UndangoNag Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak).
2.6.3 Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yaxip dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluangmsyarakat, pemerintah, dan



negara. Mengenai hak-hak anak ini, menurut ketentiradang-Undang Nomor 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 sqagpa 9 meliputi:

1. hak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan ganbin

2. hak atas pelayanan.

3. hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

4. hak atas perlindungan lingkungan hidup

5. hak mendapat pertolongan pertama.

6. hak memperoleh asuhan.

7. hak memperoleh bantuan.

8. hak diberi pelayanan dan asuhan.

9. hak memperoleh pelayann khusus.

10.hak medapat bantuan dan pelayanan.

Selain hak-hak anak sebagaimana yang tercantunmddfaang-Undang

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejahteraan Anak, hak guga terdiri atas:

1. Hak Nasab
Seorang anak sejak lahir, apabila mencukupi sysy@atnya, digabungkan
dengan garis keturunan ayahnya dan dengan denbkiamti anak itu sudah
secara legal diakui sebagai anggota keluarga wgrsebngan diakuinya anak
sebagai bagian dari keluarga ayahnya, berarti tarakbut juga berhak untuk
mewarisi harta ayahnya sebagaimana anggota kellzangga.

2. Hak Radla
Hak radla merupakan hak untuk mendapatkan pelayanan makzotaknya
dengan jalan menyusu pada ibunya. Dalam hal infasgoibu juga ikut
bertaggungjawab atas penyediaan air susu untukngaakSeorang ibu
bertanggungjawab di hadapan Allah tentang hal piage makanan pokok
(air susu) baik masih dalam tali perkawinan dergyah si bayi, atau setelah
perkawinan tersebut telah putus.

3. Hak Hadhonah
Menurut istilahfigh, hadhonahadalah tugas menjaga dan mengasuh atau
mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sarmpampu menjaga dirinya
sendiri. Hak hadhonah adalah salah satu dari beberapa hak anak yang
ditanggung oleh orang tuanya, d&adhonahadalah diantara hak yang
ukurannya haknasab sejauh yang berhubungan dengan pihak ayah. jika
seorang anak tidak mendapatkan Imalsab, maka anak tersebut juga tidak

akan mendapatkan hakadhonah dari pihak ayahnya, ia hanya akan



mendapatkan hakadhonahhanya dari pihak ibu. Anak yang sah nasabnya,
hakhadhonahakan ditanggung oleh kedua orang tuanya.

. Hak Walayah (Perwalian)

Hak walayahmerupakan hak anak yang harus ditanggung oleh kecusy
tuanya. Hak walayah selain mengandung pengertian perwalian dalam
pernikahan, juga untuk tugas pemeliharaan atasadak semenjak berakhir
periodehadhonahsampai ia baligh berakal, atau sampai menikah hagk
perempuan, dan dalam perwalian dalam bidang had&-anak. Jadi tugas
walayahadalah, untuk menyambung dan menyempurnakan pkadidnak
yang telah dimulai sejak pada waktadhonah serta bertanggungjawab atas
kelangsungan dan pemeliharaan anak sarbphgh, berakal, dan mampu
hidup mandiri, pemeliharaan harta anak kecil sarengatur pembelanjaan

hartanya itu. Untuk mengatur urusan perwalian ntkadi anak perempuan.

. Hak Nafkah.

Hak untuk mendapatkan nafkah, hak ini saling teérdangan hak-hak anak
sebelumnya, yaitu hakadla, untuk menunaikan hak ini seorang ibu
memerlukan pembiayaan, untuk menunaikan tigahonah dan begitu pula

untuk menunaikan tugas perwalian, terutama perwghag berkaitan dengan

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dan perwaikain.



BAB 3
PEMBAHASAN

3.1Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabul&n
Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubagan Nasab.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawtiedmadap
Termohon | dan Termohon Il tertanggal 14 Agustd8&yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan tRegierkara Nomor:
1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj. adapun duduk perkaranydahdsebagai berikut; telah
berlangsung akad nikah antara Termohon | dan Tesmdhpada hari Sabtu
tanggal 11 April 1998 di Kantor Urusan Agama KectanaGucialit, dalam
perkawinan antara Termohon | dan Termohon Il tel&iaruniai 2 (dua) orang
anak masing-masing berumur 8 (delapan) tahun déempat) tahun, setelah
perkawinan antara Termohon | dan Termohon Il bgdang lama, baru diketahui
dari laporan tetangga dekat bahwa Termohon | damdieon Il masih ada
hubungan nasab sedarah sebagai saudara seaydudiermohon | adalah anak
hasil perkawinan antara seorang laki-laki bernambamé&t (bukan nama
sebenarnya) dengan seorang wanita bernama Supikar(tnama sebenarnya),
sedangkan Termohon Il adalah anak hasil perkawanatara Khoiri (bukan nama
sebenarnya) dengan wanita yang bernama Umi (budana sebenarnya), Bahwa
laki-laki yang bernama Ahmat (bukan nama sebenaragalah juga bernama
Khoiri (bukan nama sebenarnya), jadi orang tersebemakai dua nama tapi
orangnya satu. Berdasarkan uraian tersebut diatpal& Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gucialit (Pemohon) mengajukan permohpearbatalan perkawinan
kepada Pengadilan Agama Lumajang untuk membataliekawinan antara
Termohon | dan Termohon Il. Dari permohonan penf@atperkawinan tersebut
Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan permohonaofe.

Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1136/P2006/PA.Lm|.
Mengenai perkara pembatalan perkawinan akibat adbopungan nasab antara
Termohon | dan Termohon Il yang menyatakan perkawkeduanya melanggar
ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun d@@4Pasal 70 Intruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukslam, seperti pada



Putusan Pengadilan Agama yang lain sudah bararig telam memutuskan
perkara ini menggunakan alasan-alasan dan dasarqsimbangan dari Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sesuaigde ketentuan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perlkawitapat di batalkan,
apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syaratukunmelangsungkan
perkawinan” dan Pasal 70 Intruksi Presiden Nomofahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan;

Perkawinan batal apabila;

a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak bemelkkukan
akad nikah karena sudah mempunyai empat orangsskalipun
salah satu dari keempat istrinya itu dalam id@ddiktraj'i.

b. seorang menikahi bekas istrinya yang telah diljenn

c. seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijgigh kali
talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebutnpe menikah
dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi bati@aukhul
dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

d. perkawinan dilakukan diantara dua orang yang meggun
hubungan darah semenda dan susuan sampai dendgaitie
yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undemgng
Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus \kalba
atau ke atas.

2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping
yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara
orang tua, dan antara seorang dengan saudara ganekn

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, mienan
dan ibu atau ayabh tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuak, ana
sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman
sesusuan.

e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi kdmenakan
dari istri atau istri-istrinya.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 70 Kompildsim Islam perkawinan
sebagaimana dimaksud diatas perkawinan tersebalt dexini hukum. Batalnya
perkawinan tersebut disebabkan tidak terpenuhiggeas dan rukun perkawinan

yang bersifat essensial dan dapat juga disebutkopgekawinan atau dalam

hukum Islam dikenal dengan nama larangan yang tid&h dilanggar.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawin@nentukan
bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pengad#ansyarat untuk melakukan
perkawinan tidak terpenuhi. Syarat yang dimaksdaktiterbatas pada syarat
menurut hukum agama, tetapi juga syarat-syaray yhtentukan oleh undang-
undang, sementara tidak terpenuhi syarat yang rdiakeh undang-undang
tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurukunu agamanya. Kecuali
pelanggaran terhadap syarat yang dimaksud seeféi pontoh kasus ini, yaitu
perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang madgénhubungan nasab atau
hubungan darah, maka perkawinan tersebut telahnggda hukum agama dan
peraturan perundang-undangan, oleh karena itu weréta yang seperti ini batal
demi hukum.

Larangan perkawinan seperti yang terjadi pada kesysga telah diatur
oleh agama yang tercantum dalam Al Quran Surat SadN ayat 23-24 yang
teriemahannya berbunyi;

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anadkaru yang
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saadalara
bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumupgegipuan;
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yan@Kakanak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang penenmpuabumu

yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusoasbu

isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalamedgaraanmu
dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jikankabelum campur
dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Malak berdosa
kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istteri anak
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pa&nka) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telahdigopda masa
lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi NWangayang.
(Al Quran Surat An-Nisaa’ ayat 23-24)

Dari terjemahan surat an-Nisa’ ayat 22-24, perkawipang masih ada hubungan
darah atau hubungan keluarga yang sangat dekaasecais batal demi hukum.
Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2084/Rmj. dalam
pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa Termoltdam [Termohon Il telah
melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KasagHukum Islam
serta Hukum Syar’i, yang melarang perkawinan ansa@ang dua orang yang
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan angping, yaitu antara

Termohon | dan Termohon Il masih ada hubungan ngesiétlo satu ayah lain ibu.



Mejelis Hakim dalam pertimbangannya berdasarkantibsirat (P-1)
Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/IV/1998 tertangddl April 1998 atas nama
yang bersangkutan yang diakui oleh Termohon tedabukti bahwa Termohon |
dan Termohon Il telah terikat dalam suatu perkawigang sah yang telah
dilaksanakan pada tanggal 11 April 1998 oleh kargagkeduanya mempunyai
kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pitalam perkara ini.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, berdasarkakti bsurat (P-2)
Surat Keterangan Nomor: 474.2/09/247.804.06/2006dal 7 Agustus 2006, atas
nama yang bersangkutan, yang mempunyai kekuatabyseian yang sempurna
dan menentukan, berdasarkan surat keterangan ueraetara Termohon | dan
Termohon Il adalah pasangan suami istri saudardukan

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa berd#asapengakuan
Termohon | dan Termohon Il dan didukung dengantssuaat bukti Kutipan
Akat Nikah Nomor: 23/23/IV/1998 tertanggal 11 ApfiP98 atas nama yang
bersangkutan, dan Surat Keterangan Nomor 474.2/09804.06/2006 tanggal 7
Agustus 2006, atas nama yang bersangkutan, adakdngan suami istri yang
mempunyai hubungan nasab sehingga perkawinan kgaluzarus dibatalkan.
Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebdt dermohon | dan Termohon
Il menyatakan tidak keberatan dan tidak pula megkalmya, karena alasan-
alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Peamotidak disangkal oleh
Termohon, maka pemohon tidak perlu membuktikannyaukia persidangan.
Pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan pemsseara bulat dan murni
di depan persidangan menurut ketentuan pasal 1R4j#111925 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata merupakan bukti sempurna. Baalapemeriksaan di
persidangan Termohon | dan Termohon Il hadir senditenghadap
dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon ters@eamnohon | dan
Termohon Il memberikan jawab yang pada pokoknyagaiberikut;

- bahwa antara Termohon | dan Termohon Il telahikaénsah menjadi
suami istri.
- bahwa selama perkawinan antara Termohon | damdtn Il telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak.



- bahwa Termohon | dan Termohon Il mengakui bahmtara Termohon |
dan Termohon Il adalah saudara satu ayah lain ibu.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, berdasarkamtinpeangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Renpatiut untuk dikabulkan
dengan membatalkan perkawinan Termohon | dan TesmoH, karena
perkawinan Termohon | dan Termohon Il dibatalkaakanAkta Nikah Nomor
23/23/1V/1998, tertanggal 11 April 1998 atas naneanfohon | dan Termohon Il
dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Mengingat perkersebut termasuk pada
bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Padah88ng-Undang Nomor 7
Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepadalite.

Memperhatikan semua pasal peraturan perundangamgad yang berlaku serta
hukum syara’ yang berkenan dengan perkara ini,rHakemutusakan perkara ini
dengan menjatuhkan putusan;

1. mengabulkan permohonannya pemohon.

2. membatalkan perkawinan Termohon | dan Termohon Il .

3. menyatakan Akta Nikah Nomor: 23/23/1V/1998, tangdal April 1998
atas nama Termohon | dan Termohon |l tidak berkiskubukum.

4. menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila dikaji berdasarkan fakta dan data yuridisken Putusan
Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1136/Pdt.G/2006/mp yang
menyatakan perkawinan antara Termohon | dan Termaohdelah melanggar
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Hé@sahtruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islanalald sudah tepat.
Perkawinan Termohon | dan Termohon Il selain tetablanggar peraturan
perundang-undangan juga telah melanggar hukum ’isysehingga harus
dibatalkan.

3.2Proses Pemeriksaan Permohonan Pembatalan PerkawinarAkibat
Adanya Hubungan Nasab.
Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor @ntdl®75 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, rhbatkan bahwa tata cara

pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilaks&suai dengan tatacara



pengajuan gugatan perceraian. Dalam ayat (3) dismtblbahwa hal-hal yang
berhubungan dengan panggilan, pemeriksaaan pewbadérkawinan dan

putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatateesebut dalam Pasal 20
sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomahuh 1975 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tUngéeng terkandung

dalam Pasal 38 (3) Peraturan Pemerintah Nomor @ntab974 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dhpaimuskan bahwa

tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan afEerb perkawinan

dilakukan sama dengan pengajuan dan pemeriksaatagugerceraian. Dengan
demikian proses pemeriksaan perkara pembatalanawern sama dengan
pemeriksaan perkara pada gugatan perceraian.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepadgaB#an Agama
yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tirggahi atau istri atau tempat
dimana perkawinan pernah dilangsungkan. Dalam prasara perdata, setelah
Pemohon mendaftarkan permohonannya kepada PaReegadilan Agama dan
melunasi biaya perkara, maka Pemohon tinggal meyuusgrat pemberitahuan
tentang hari sidang. Pengadilan akan memeriksa ua@mpelajari surat
permohonan yang telah diajukan oleh pemohon, dgagka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau permamoteasebut terdaftar di
Pengadilan Agama, Hakim akan memanggil pihak Pemadlam Termohon untuk
datang ke pengadilan guna dimintai penjelasan d&rangan yang berhubungan
dengan kasus tersebut.

Pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan berésas-asas
umum Peradilan Agama, asas-asas umum yang palikgkpadalah asas
Personalitas Keislaman, dalam Undang-Undang Nomadafun 1989 tentang
Peradilan Agama menegaskan bahwa peradilan aganya imengadili mereka
yang mengaku dirinya memeluk agama islam. Orang @nagama selain islam,
tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk #apeekuasaan lingkungan
peradilan agama. Asas personalitas keislaman myehaerlaku terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan sengketa yang menjadi ysridikgkungan peradilan
agama, salah satunya yaitu masalah perkawinan.ydadiksi peradilan agama

hanya terbatas pada kekuasaan kehakiman bagi p&eedilan yang beragama



islam mengenai perkara perdata tertentu. Dan asestmum yang lain adalah
Asas persidangan terbuka untuk umum. Dalam hal plesa@n persidangan yang
terbuka untuk umum tidak diberlakukan terhadap pis®an perkara yang
dianggap mengandung aib dalam perkara tersebutgéhan pengecualian ini
diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomdahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yaitu: “Sidang pemeriksaan pengaditrbuka untuk umum,
kecuali apabila undang-undang menentukan lain jgkatHakim dengan alasan-
alasan penting yang dicatat dalam berita acarangjdaemerintahkan bahwa
pemeriksaan secara keseluruhan atau sebahagiardéddamkan dengan sidang
tertutup”. Pengecualian ini juga diatur dalam Pa&akyat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan PemeriNtahor 9 tahun 1975,
yang berbunyi: “Pemeriksaan gugatan perceraiankukiEn dalam sidang
tertutup”.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Ketdang, membuka
sidang dan menyatakan persidangan terbuka untukmumoerarti setiap
pemeriksaan yang berlangsung di sidang pengadi#e&ma saja yang ingin
berkunjung menghadiri, menyaksikan, dan mendengkanijya pemeriksaan,
tidak boleh dihalangi dan dilarang. Selain dariagHpihak yang berperkara dan
saksi, masyarakat umum tanpa kecuali boleh menghgokmeriksaan
persidangan tanpa mempersoalkan orang yang haskbtg berkepentingan atau
tidak. Jika Majelis Hakim lupa mengumumkan bahwdasg terbuka untuk
umum, padahal sidang sudah berjalan, maka halukardah suatu kesalahan
fatal sehingga menyebabkan sidang tidak sah memukum (Yahya Harahap
Dalam Abdul Manan, 2005:199). Pemeriksaan sidamg yarbuka untuk umum
dapat menjadi bahan informasi bagi anggota masgtrentang suatu kasus
peristiwa. Dari bahan informasi yang terdapat dikaisus peristiwa yang
diperkarakan akan memberi pelajaran bagi masyarbéighimana sikap dan
tindakan yang diambil agar tidak terjerumus kearahg tidak benar. Perkara
yang sedang di periksa bermanfaat menjadi bahdimp@ngan bagi masyarakat
untuk menilai mana yang baik dan mana yang burukmdh ada kalanya
persidangan di pengadilan dilakukan secara tertinalgni dimaksudkan agar aib

yang ada dalam pemeriksaaan di persidangan tida&bi@ kepada masyarakat



umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59nghidtadang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9nra@as, menyatakan

bahwa, tata cara pemeriksaaan permohonan pembataitkawinan dilakukan

sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan pergetaia cara pemeriksaan

tersebut antara lain;

1.

Penggugat/Pemohon memasukkan surat gugatan/peramohogang
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya melalaniteta Muda
Gugatan/Permohonan. Pemohon membuat dan mengajukatnpermohonan
secara tertulis maupun secara lisan kepada Peagadiama. Surat
permohonan yang telah di buat oleh pemohon disgleatitas yang lengkap
dari Pemohon. Pengajuan permohonan pembatalan wiad diajukan
kepada Pengadilan Agama, yaitu:

a. pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinaselet

dilangsungkan.

b. pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal&etiami-istri.

c. pengadilan daerah hukum di tempat kediaman suami.

d. pengadilan daerah hukum di tempat kediaman istri.
Penggugat/Pemohon membayar uang panjar biaya peykarg jumlahnya
ditaksir oleh Ketua Pengadilan Agama menurut keadadat dan jenis
perkaranya, tempat tinggal serta jumlah pihak-piehkg berperkara dan lain-
lain yang akan diperhitungkan kemudian (HIR pagdl ayat 4);

Menyerahkan tindasan pertama kwitansi pembayaraselat (SKUM)
kepada Panitera, selanjutnya surat gugatan/perraahtensebut akan didaftar
dalam buku Register Perkara, dan Penggugat/Pemtdtam mendapatkan
nomor perkara (HIR pasal 121 ayat 1);

Menunggu dan mengikuti proses pemeriksaan perkang tari tanggal dan
jamnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim yang nmgjaai perkara tersebut
(HIR pasal 121 ayat 1 )ivw.palumajang.net, ).

Petugas Pengadilan Agama sebelumnya meminta kepaaohon untuk

menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan kepeluan pemeriksaan.

Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunsddain lampiran untuk



keperluan pemanggilan Termohon juga untuk keperbabila ada permohonan
banding. Setelah Sub Kepaniteraan menerima suratgb®nan/gugatan, Sub
Kepaniteraan mempelajari kelengkapan persyaratan ndencatat semua data
perkara yang baru diterimanya dalam buku peneriner@ang perkara kemudian
menyampaikan kepada Panitera dengan melampirkaruaseiormulir yang
berhubungan dengan pemeriksaan perkara paniteeduselmeneruskan berkas
perkara yang baru diterimanya itu kepada Ketua &dila;m Agama, terlebih
dahulu dicatatkan dalam buku registrasi denganrtdiseesum tentang perkara
tersebut. Ketua Pengadilan Agama dalam buku eksipedempelajarinya,
menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepR@daitera disertai
penetapan Penunjukan Majelas Hakim yang menunjlntEetua dan anggota
majelis hakim yang akan memeriksa perkara terdeRasyid, 2005: 106).

Panitera menyerahkan berkas perkara yang diteyiandari Ketua/ Wakil
Ketua Pengadilan Agama kepada Hakim Ketua/Haking ylagrsangkutan dan
selanjutnya membuat Penetapan Hari Sidang mendeapain sidang pertama
akan dilangsungkan. Jika Panitera panitera penggahtm ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama, Hakim Ketua Majelis menunjuk aegratau lebih Panitera
Pengganti untuk diperbantukan pada Majelis Hakimgylhersangkutan (Rasyid,
2005:106). Setelah Pemohon mendaftarkan permohgaakepada Penitera
Pengadilan Agama dan melunasi biaya perkara, makeRon tinggal menunggu
surat pemberitahuan tentang hari sidang. Berdasapemetapan hari sidang,
Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agaretakokan pemanggilan
kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghsidiaing sesuai dengan hari,
tanggal, jam, dan tempat yang telah ditentukan.aPggilan akan disampaikan
langsung kepada pribadi yang bersangkutan, apgbitg bersangkutan tidak
dapat diketemukan dirumahnya, maka surat panggdesebut akan diberikan
kepada Kepala Desa/Lurah setempat atau yang dipaksa untuk diberikan
kepada yang bersangkutan (Pasal 26 (3) PP Nohuh td975). Pemanggilan
dilakukan secara patut dan sudah harus diterinta @i@ng yang dipanggil atau
kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebsidang pertama dilakukan
(Pasal 26 (4) PP No. 9 tahun 1975).



Pada hari sidang yang telah ditentukan, dan pdrakpielah dipanggil
dengan patut dan sah oleh petugas yang ditunjuk Kétua Pengadilan Agama,
maka perkara tersebut mulai disidangkan sesuaiatehgri, jam dan tanggal
yang telah ditentukan. Pada sidang pertama pergambatalan perkawinan
Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakanégabvgidangan terbuka
untuk umum, selanjutnya para pihak dipanggil kedataang sidang, jika para
pihak telah hadir semua, Hakim dapat melakukan pkssan. Apabila ada salah
satu pihak yang tidak hadir dengan tanpa ijin @depa alasan yang jelas, sidang
ditunda sampai hari yang ditetapkan untuk memanggk yang tidak hadir
tersebut, dan Hakim Ketua memerintahkan pihak yaadir untuk datang
menghadap pada hari yang telah ditentukan tersebut.

Proses pemeriksaan perkara permohonan pembatalkeampean dalam
hal penetapan majelis hakim tidak jauh berbeda aterdengan persidangan-
persidangan perkara lain, berdasarkan pada Pasdhd@ng-Undang Nomor 4
tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di semugaBian selalu dalam
bentuk Majelis dengan sekurang-kurangnya 3 (tiganh@ Hakim, satu orang
bertindak sebagai Ketua Majelis dan yang dua osabggai Hakim Anggota dan
dibantu oleh seorang Panitera/Panitera Penggamg§j jeembantu Majelis dalam
proses persidangan.

Pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan H®édakusesuai
dengan pengajuan permohonan gugatan perceraianhaHatang berkaitan
dengan pengadilan pemeriksaan pembatalan perkawBramputusan pengadilan
dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalaal P& sampai dengan Pasal 36
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimaranrdgplasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan Hakim yaegeriksa berusaha
untuk mendamaikan kedua belah pihak, dalam pengenabatalan perkawinan
akibat adanya hubungan nasab tahapan perdamagaa &atua belah pihak tidak
dilakukan mengingat permohonan pembatalan tersgisebabkan karena telah
melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun j@7Rasal 70 Intruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilsi Hukstam, dalam kedua

pasal tersebut menyatakan perkawinan batal apadil@awinan dilakukan antara



dua orang yang mempunyai hubungan darah. Perkavdnami istri tersebut
batal demi hukum, sehingga tahapan perdamaian pieldi« dilakukan.

Setelah pembacaan surat permohonan, Termohon Hésmmpatan untuk
memberikan jawaban atas permohonan Pemohon terdabuka persidangan,
jawaban dapat dilakukan secara tertulis ataupu@araelisan (Pasal 121 (2)
HIR/Pasal 145 (2) RBG). Dalam persidangan ini Tdraromemberikan jawaban
atas permohonan Pemohon yang mengakui dalil-daihgy diajukan oleh
Pemohon. Dalam kasus ini Termohon memberikan jawaddnadap dalil-dalil
yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

- bahwa antara Termohon | dan Termohon Il telahikaénsah menjadi
suami istri.

- bahwa selama perkawinan antara Termohon | damdresn Il telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- bahwa Termohon | dan Termohon Il mengakui bahmtara Termohon |
dan Termohon Il adalah saudara satu ayah lain ibu.

Setelah tahap jawab menjawab antara hakim deRgaa pihak telah
selesai dilaksanakan, pemeriksaan dilanjutkan paetabuktian. Pembuktian
adalah upaya para pihak yang berperkara untuk nréggak hakim akan
kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukanh ofmra pihak yang
bersengketa dengan alat bukti yang telah ditetapkatm undang-undang (Abdul
Manan, 2005:227).

Alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara ptachdalah sebagaimana
yang dituangkan dalam pasal 164 HIR/284 RBG/186&aKiUndang-Undang
Hukum Perdata sebagai berikut;

1. Surat, alat bukti surat diatur dalam Pasal 165H83/282-305 RBG/ dan

Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Saksi, pembuktian dengan saksi diatur dalam P&&lLI2 HIR/306-309

RBG/1895-1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Persangkaan, persangkaan diatur dalam Pasal 17@HIARBG/ pasal

1915-1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Pengakuan, alat bukti pengakuan diatur dalam Ra4al 76 HIR/311-313

RBG/1923-1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



5. Sumpabh, alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 185dah 177 HIR/182-
185 dan 314/1929-1945 Kitab Undang-Undang Hukunddar
Adapun hal-hal yang perlu ditekankan pada tahapbp&tian adalah;

a. Setiap pihak yang mengajukan bukti, hakim perlu angakan
kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan atak. titlka alat
bukti saksi yang dikemukakan dimuka sidang, hakimgaj harus
memberikan kesempatan kepada pihak lawannya kalasesuatu
yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebutkiepsaksi.

b. Semua alat bukti yang diberikan oleh para pihakyshdisampaikan
kepada majelis lalu ketua majelis memperlihatkankgpada para
hakim dan pihak lawan.

c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti dimuldasg adalah
tugas para pihak itu sendiri dan hakim hanya meobekalau
diminta tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi.

Tugas pokok daripada Hakim adalah menerima, mksaedan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukapademya (Sudikno
Mertokusumo, 2002:108), dalam hal memeriksa, hakiemeliti apakah alasan-
alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh pemotiorbenar-benar ada dan tidak
dibuat-buat Pemohon harus dapat membuktikan alasan-alasan digadikan
sebagai dasar dari permohonannya, apabila Pemolamat dmembuktikan
kebenaran dari alasan-alasan tersebut, maka permaohya dapat dikabulkan.
Akan tetapi jika tidak dapat membuktikan kebenaeasan-alasan tersebut,
Hakim dapat menolak permohonan Pemohon. Dalaml&sdm-alasan atau dalil-
dalil yang diajukan oleh Pemohon yang tidak disahgkeh Termohon, Pemohon
tidak perlu membuktikannya di muka persidangan. eBeppada kasus ini
permohonan diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Ag#&meamatan Gucialit,
yang diketahui dari laporan tetangga Termohon, lsahkermohon | dan
Termohon Il masih ada hubungan nasab sedarah sefsagiara se ayah lain ibu,
dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon ini tidaksangkal dan diakui oleh
Termohon, maka dalam pemeriksaan ini tidak perlaghadirkan saksi-saksi di
muka persidangan. Terhadap bukti-bukti yang diajuddeh Pemohon dan untuk
meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan suedt bukti berupa Kutipan
Akta Nikah Nomor: 23/23/IV/1998 tertanggal 11 ApfiP98 atas nama yang

bersangkutan, dan Surat Keterangan Nomor: 4742189804.06/2006 tanggal 7



Agustus 2006, atas nama yang bersangkutan, danofermmmenyatakan tidak
keberatan dan tidak pula menyangkalnya.

Setelah tahap pembuktian berakhir tahap selanjwadgédah Musyawarah
Majelis Hakim. Musyawarah Majelis Hakim dilakukagcara rahasia, maksudnya
apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim tauséhanya diketahui oleh
anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara temsetampai putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Abduhdia 2005;275). Tujuan
diadakannya musyawarah Majelis Hakim ini adalatukimienyamakan persepsi
agar terhadap perkara yang sedang diadili itu ddpatuhkan putusan yang
seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yarigkn. Pengucapan putusan
atau pembacaan putusan dilakukan didalam sidang tgxbuka untuk umum.
Pembacaan dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, dpghitusan yang dibacakan
tersebut terlalu panjang maka putusan dapat dibaca&cara bergantian antara

anggota Majelis Hakim yang lain.

3.3 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatakan Berkaitan

Dengan Harta Kekayaan Dan Anak.

3.3.1 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatlkan Berkaitan

Dengan Harta Kekayaan.

Peristilahan yang digunakan dalam penyebbarta bersama dalam hukum
perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda-bBtiurut ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dalam satu keluargayahatikenal satu
kelompok harta, kelompok harta yang di maksud d&dakrta persatuan suami
istri. Untuk harta persatuan menurut Kitab Undéimglang Hukum Perdata, yang
selanjutnya disebut harta bersama dalam Undangadgndemor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Intruksi Presiden Nomor 1hufa 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam. Selain dikenal harta bersatalm hukum perkawinan
Indonesia dikenal pula harta pribadi, harta pribaeérupakan harta yang sudah
dimiliki suami/istri pada saat perkawinan dilanggken, harta ini tidak termasuk
kedalam harta bersama, kecuali mereka memperjariga.

Harta kekayaan perkawinan di dalam Pasal 35 Undam@ng Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan:



1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan migmgath bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istritgata benda yang
diperoleh masing-masing adalah dibawah penguasasingamasing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa mebmdang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam satu igduaungkin terdapat lebih
dari satu kelompok harta (J Satrio, 1993:188). MenUndang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta yang mungkbentuk dalam suatu
perkawinan adalah:
1. Harta Bersama
Adalah harta benda yang diperoleh selama ikatakapénan berlangsung dan
oleh karena itu menjadi milik bersama suami-isbqul Manaf, 2006:25).
Atas harta bersama ini suami-istri dapat bertingtgs persetujuan bersama.
Harta bersama dapat berupa benda berwujud atak kdewujud, benda
berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, beadgetak dan surat-surat
berharga, sedangkan benda tidak berwujud dapapddrak dan kewajiban.
Yang termasuk dalam harta bersama antara lain:
a. hasil dan pendapatan suami.
b. hasil dan pendapatan istri
c. hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami nraugii, walaupun
harta pokoknya tidak termasuk kedalam harta bersas@ kesemuanya
itu diperolah sepanjang perkawinan. (J Satrio, 1983
2. Harta Bawaan
Adalah harta yang diperoleh masing-masing suamiSsbagai hadiah atau
warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan olednkaitu ia menjadi hak
dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami{Abdul Manaf,
2006:25). harta bawaan terdiri dari:
a. harta bawaan suami.
b. harta bawaan istri.
c. harta yang diperoleh suami sebagai hadiah atasavari
d

. harta yang diperoleh istri sebagai hadiah atausaari



Pokok-pokok hukum harta bersama dan harta bawaag giatur dalam
Bab Xl Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TewtaKompilasi Hukum
Islam, Harta pribadi tetap menjadi milik pribadinddikuasai sepenuhnya oleh
pemiliknya selama para pihak tidak menentukan lagtangkan harta bersama
menjadi hak bersama suami-istri dan terpisah sépsaudari harta pribadi. Harta
bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilargjaam sejak saat itulah
terbentuk harta bersama tanpa mempersoalkan si@pg wencari dan tanpa
mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut teerd@fahya Harahap,
45:2005). Tanpa adanya persetujuan bersama, sataui istri tidak boleh
menjual atau memindahkan harta bersama. Utang ukeplerluan keluarga,
dibebankan kepada harta bersama, apabila hartanmersidak cukup untuk
membayar hutang untuk keperluan keluarga, makangutibebankan kepada
harta suami, jika harta suami tetap tidak mencukuguk membayar hutang
tersebut maka hutang dibebankan kepada harta istlik (Pasal 93 Intruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukalam).

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undanwmpr 1 Tahun
1974, apabila perkawinan putus karena perceraema bbersama diatur menurut
hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukammasing-masing
dalam penjelasan Pasal 37 adalah hukum agamagdadditukum-hukum lainnya,
penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahud, Epabila perkawinan
putus bukan karena perceraian (bukan karena kempatiaka harta bersama
diatur menurut hukum agama bekas suami istri tets¢lka agama mereka tidak
mempunyai hukum agama tentang harta bersama, nilzdsdatukan hukum adat
tentang harta bersama atau bila tidak ada hidupghera suami istri berbeda
tingkat kemasyarakatanya, maka bertentangan dedgdang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 (Idris Ramulya, 1996:117). Jika dihulkamgdengan ketentuan Pasal
96 dan Pasal 97 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahunl IB&ntang Kompilasi
Hukum Islam, penerapan-penerapan hukum islam datembagian harta
bersama baik dalam cerai mati dan cerai hidup, rsudandapatkan kepastian
positif (Yahya Harahap, 2005:279). Karena baik mhiatzrai mati Pasal 96 ayat
(1) menegaskan: separuh harta bersama menjadidsaagan yang hidup lebih

lama. Begitu pula dalam cerai hidup, Pasal 97 mesieq: Janda atau duda cerai



hidup masing-masing berhak seperdua dari hartaamerssepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Mehuapa yang dirumuskan
dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan Pasal 37adgdJndang Nomor 1
Tahun 1974 suami istri masing-masing berhak mertdapaetengah bagian dari
harta bersama apabila perkawinan pecah (Yahya Hjpr2005:280).

Harta yang dibeli dan dibangun sesudah putusny&ap#an yang
dibiayai oleh harta bersama menjadi harta bersarmamisistri, meskipun benda
atau barang tersebut dibangun atau dibeli sesudlsinya perkawinan (Abdul
Manaf, 2006:60-61), jika uang untuk membeli dan m@ngun barang atau benda
tersebut dari harta bersama, maka barang hasilgl@mlatau pembangunan yang
demikian tetap menjadi obyek harta bersama, walaumalam kenyataannya
barang atau benda tersebut telah ditukar dengamddain, pada barang tersebut
tetap melekat secara mutlak wujud harta bersanak®ayang digunakan untuk
menentukan suatu barang atau benda termasuk daleen blersama ditentukan
oleh asal-usul uang untuk biaya pembelian atau pagunan barang yang
bersangkutan.

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, steddih menjadi harta
bersama, akan tetapi tidak hanya yang tumbuh datahbersama saja yang
menjadi obyek harta bersama di antara suami ig¢ahya Harahap, 2005:277).
Harta yang dihasilkan dari harta pribadi suami-iskan menjadi harta bersama
selama perkawinan berlangsung. Dengan demikiansfumgrta pribadi dalam
perkawinan ikut menopang kesejahteraan keluarga.ladpan hak dan
kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawakulsaan pemiliknya, barang
pokoknya tidak boleh diganggu gugat, tetapi heesil darta pribadi akan menjadi
harta bersama, ketentuan ini berlaku selama sustmitidak menentukan lain.
Harta bersama sesuai dengan ketentuan diatasJeapabkawinan putus karena
pembatalan perkawinan, maka harta bersama dibagjadie2 (dua) bagian
masing-masing suami istri mendapat 1 (satu) baafium dengan kata lain masing-
masing suami istri berhak mendapatkan % (setengkn) harta bersama
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Anak tidak mendapatkan bagian dari harta bersanak akan mendapatkan

bagian dari harta bersama melalui pewarisan atshhpemeliharaan anak yang



belum mumayyizatau belum berumur 12 (dua belas) tahun yang berhak
mengasuhnya adalah ibunya, Biaya pemeliharaan dawrdidik anak menjadi
tanggungan ayahnya (Pasal 105 Intruksi PresidenoNdnTahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam), kecuali apabila ayah yaregsangkutan tidak dapat
memenuhinya, pengadilan dapat memberikan kewajikapada ibu untuk

memikulnya.

3.3.2 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Berkaitan
Dengan Anak.

Pembatalan perkawinan dilakukan karena tidak salpgr&awinan, dan
tidak sahnya perkawinan tersebut dikarenakan tididkukannya atau tidak
terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan ketikakgweinan dilaksanakan.
Hanya Pengadilan Agama yang berwenang untuk metkbdatperkawinan bagi
orang yang beragama Islam, karena mengingat deagamya pembatalan
perkawinan tersebut akan dapat membawa akibat hukewrnadap harta
perkawinan maupun terhadap anak-anaknya, maka palanbéharus dilakukan
secara hati-hati dan teliti dalam mengambil kepanus

Perkawinan pada dasarnya terjadi karena manusigpomgai naluri untuk
melanjutkan keturunan, sehingga kehadiran anak ndakeluarga sangat
diharapkan. Anak merupakan penerus keturunan oramgya dan akan
lengkaplah sebuah keluarga jika telah lahir anal&ayang sehat dan patuh
terhadap perintah orang tuanya. Dengan lahirny& alatam sebuah keluarga
maka timbullah kewajiban antara suami istri untuknmelihara dan mendidik
anak semata-mata atas kepentingan anak.

Hukum kekeluargaan di Indonesia dikenal beberapaamaanak, yaitu,
anak sah dan anak tidak sah. Anak sah merupakdn yeamey lahir dari atau
sebagai akibat dari perkawinan yang sah sehinggapueyai hubungan hukum
atau hubungan keperdataan terhadap ayah dan ibBegangkan anak yang tidak
sah merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawiyang sah, sehingga anak
tersebut hanya mempunyai hubungan hukum atau kapard dengan ibunya

yang melahirkan.



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang PerkawinBasal 42
menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang ldhimditau sebagai akibat
perkawinan yang sah. Sehingga dari ketentuan passsbut dapat disimpulkan
bahwa perkawinan sangat menentukan status analbildpzerkawinan kedua
orang tuanya sah maka anak yang dilahirkan staausaly, tetapi jika perkawinan
kedua orang tuanya tidak sah maka anak yang dihitersebut menjadi anak
tidak sah. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tdmm Kompilasi Hukum
Islam dalam Pasal 99 menyatakan anak yang sahhadalak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sahhasihpembuahan suami-istri
yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istrisedqut. Dari kedua peraturan
perundang-undangan tersebut menekankan bahwa ahdkasus dilahirkan dari
atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Asak menurut ketentuan
hukum perkawinan Islam, adalah anak yang dilahir&pabila pada permulaan
terjadinya kehamilan antara ibu si anak denganl#&ki yang menghamilinya
terjadi di dalam hubungan perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukanurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Untuljammia terjadinya
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam damkumemperoleh kekuatan
hukum apabila terjadi perselisihan dikemudian tdapat dibuktikan dengan
mudah maka perkawinan harus dicatatkan. Pencatadakawinan bertujuan
untuk menjadikan peristiwa itu menjadi jelas, bdi&gi yang bersangkutan
maupun bagi orang lain dan masyarakat (Lili Rasji@b1:85).

Perkawinan antara Hasan (bukan nama sebenarnydjutgati binti Khoiri
(Bukan nama sebenranya) dilakukan pada hari sabtggal 11 April 1998,
perkawinan meraka telah dikaruniai 2 (dua) orangkayang berusia masing-
masing 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) tahun,atet@rkawinan suami istri
tersebut berjalan lama oleh Kepala Kantor Urusanama dimohonkan
pembatalan perkawinan. Dari permohonan pembatakukawinan yang di
kabulkan oleh hakim yang memeriksa berpendapatapenian keduanya selain
dilarang oleh peraturan perundang-undang juga agitaroleh hukum syar’i,
perkawinan keduanya adalah perkawinan yang tedatearena mempunyai

hubungan nasab satu ayah lain ibu. Pembatalan vpeda berlaku terhadap



nikah yang tidak sah, baik yang bersifat nikah ibatlaupun nikah yang bersifat
nikah fasid. Nikah bathil adalah akad nikah yamgki sah karena tidak lengkap
rukunnya, seperti tidak dilakukaijab qobul Sedangkan nikah fasid adalah
sebuah akad nikah yang tidak sah, bukan disebakikak lengkap rukun
pembentuknya, tetapi karena terdapat cacat padatsgahnya, seperti pada
contoh kasus ini.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, Nikah yang dinyatakemtal dalam
sebagian hal mempunyai akibat hukum terutama pkgdi senggama diantara
pasangan itu. Terjadinya senggama dalam pernikyhag batal bisa terjadi
setelah diketahui bahwa pernikahan itu adalah ba&dingga tidak halal
berhubungan sebagai suami istri. Dalam masalah gapgrti ini, perbuatan itu
dianggap zina dan terhadap diri pelakunya diancanmgah hukuman zina dan
sebagai konsekuensinya jika hubungan seksual teéresnghasilkan anak, maka
anak tersebut dianggap tidak sah atau anak ziffan¢ik Dalam Mimbar Hukum,
1999:126).

Terjadinya hubungan seksual tersebut sebelum kgduaengetahui bahwa
akad nikah mereka adalah batal, dan mereka melakhkhungan suami istri
dalam keadaan yakin bahwa hubungan suami isteltatsadalah sah, dalam hal
yang seperti tersebut, menurut Wahbah az-Zuhailyaleutkan beberapa hal
sebagai akibat hukumnya, diantaranya:

1. senggama itu tidak dianggap zina selama benar-htzdr diketahui
bahwa perbuatan itu haram baginya dan oleh karématidak
dikenakan hukum dera seratus kali bagi yang maslbnb pernah
menikah dan tidak pula hukuman rajam bagi yang sugrnah
menikah.

2. wajib membayar mahar wanita seperti yang disepattati kalau
belum ada kesepakatan tentang jumlah maka harubayamjumlah
yang layak.

3. ibu dari wanita (istri), haram bagi laki-laki meatinya karena sudah

dingggap sebagai mertuanya.



4. jika senggama itu menghasilkan anak, maka anakigkui sebagai
anak ayahnya, baik yang menyebabkan batalnya #epdkati atau
diperselisihkan. (Effendi Dalam Mimbar Hukum, 19827).

Akibat hukum dari senggama dalam perkawinan yanmgukkan diketahui
batal tersebut diatas, yang berhubungan langsungadekasus yang sedang
dibahas ini adalah akibat hukum terhadap anak ykigr sebagai hasil
perkawinan yang kemudian diketahui batal. Adanyagpkuan itu seperti yang
ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah dengartimpangan
kemaslahatan anak itu sendiri. Sebagai konsekwamsdiakuinya anak sebagai
anak yang sah bagi ayahnya. (Effendi Dalam Mimbaltuh, 199:127).

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukgrembatalan
perkawinan tersebut di pandang bukan sebagai amakdan nasabnya tetap
dipertalikan kepada ayah dan ibunya, selama diamyg larangan perkawinan
yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan tdrsiblukan tidak dengan
kesengajaanTetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh sesepraahingga
perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengajeako&hn kesalahan seperti
memberikan keterangan palsu, persaksian palsu;sunat palsu atau hal-hal lain
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakua n@dckawinan yang
demikian wajib dibatalkan.

Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkanladaanak yang sah.
Seperti dalam kasus Hasan (bukan nama sebenaragaMdryati binti Khoiri
(bukan nama sebenarnya) dimana perkawinan merekassbelum adanya
putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukam, te¢thingga anak mereka
secara biologis dan secara lahiriah tersebut Jalds dari hubungan suami istri
yang didahului dengan perkawinan, anak tersebuap tmempunyai hubungan
dan hak-haknya kepada kedua orang tuanya walaugduakorang tuanya harus
berpisah karena hukum. Sehingga dengan adanya fearb@erkawinan tidak
mengakibatkan hilangnya status hukum anak terhadaq tuanya.

Perkawinan antara Hasan (bukan nama sebenarnyd)wgati binti Khoiri
(bukan nama sebenarnya) yang dimohonkan pembaatana perkawinan suami
istri tersebut masih ada hubungan nasab se ayahidai Dari permohonan

pembatalan perkawinan yang di kabulkan oleh Majgf&im maka akan timbul



hak untuk memelihara anak, hak tersebut adalahhiaakonah, hak hadhonah
merupakan tugas untuk menjaga dan mengasuh atadidikenbayi atau anak
kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga diringad#i, hak hadhonah ini
menjadi kewajiban suami istri untuk melaksanakanmgdaupun perkawinan
mereka telah putus.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 105 Intruksideresiomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengameliharaan anak atau
hadhonah, pemeliharaan anak yang betuumayyizatau belum berumur 12 (dua
belas) tahun yang berhak mengasuhnya adalah ibkayana seorang ibu lebih
memahami, lebih penyantun, lebih baik dan lebihypgang dan sabar untuk
memelihara anaknya. Anak yang sudabmayyizatau sudah berumur 12 (dua
belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memigihtata ayah dan ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya peradin dan mendidik anak
menjadi tanggungan ayahnya, kecuali apabila bagalg ypbersangkutan tidak
dapat memenuhinya, pengadilan dapat memberikanjikemakepada ibu untuk

memikulnya.



BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diagdii &esimpulan
sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembapse@winan akibat
adanya hubungan nasab, Termohon hadir sendiri dpéasidangan, bahwa
berdasarkan pengakuan Termohon | dan Termohonnlldaiukung dengan
surat-surat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/28A998 tertanggal 11
April 1998 atas nama yang bersangkutan, dan Sueder&hgan Nomor
474.2/09/247.804.06/2006 tanggal 7 Agustus 200@s ahama yang
bersangkutan, adalah pasangan suami istri yang omgraphubungan nasab
sehingga perkawinan keduanya harus dibatalkan.t Buikdi yang diajukan
oleh Pemohon tersebut, Termohon | dan Termohon dhyatakan tidak
keberatan dan tidak pula menyangkalnya. Perkawifianrmohon telah
melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nontahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 19@htang Kompilasi
Hukum Islam serta hukum syari, maka perkawinan mi@ron | dan
Termohon Il harus dibatalkan.

2. Proses pemeriksaan pembatalan perkawinan akibatyadaubungan nasab
tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perleam, tata cara
pengajuan dan pemeriksaan permohonan pembatal&awpean dilakukan
sama dengan pengajuan dan pemeriksaan gugatan rapnce Setiap
pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan sdrgepbedaan antara
permohonan pembatalan perkawinan yang satu dersyam lgin, perbedaan
tersebut disebabkan oleh alasan-alasan yang megmgagebab permohonan
pembatalan perkawinan tersebut diajukan oleh Pemoho

3. Akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan beddidengan harta
kekayaan dan anak, akibat hukum apabila perkawipatus karena
pembatalan perkawinan, maka harta bersama dibagjatie2 (dua) bagian

masing-masing suami istri mendapat 1 (satu) bagian dengan kata lain



masing-masing suami istri berhak mendapatkan Yer{gah) dari harta
bersama sepanjang para pihak tidak menentukan Aditbat hukum dari

perkawinan yang dibatalkan berkaitan dengan anadgkAyang lahir dari

perkawinan yang dibatalkan adalah anak yang saterelalam kasus Hasan
(bukan nama sebenarnya) dan Muryati binti Khoitk@n nama sebenarnya)
dimana perkawinan mereka sah sebelum adanya puReszgadilan Agama
yang berkekuatan hukum tetap, sehingga anak mesegara biologis dan
secara lahiriah tersebut jelas lahir dari hubungaemi istri yang didahului
dengan perkawinan, anak tersebut tetap mempunpanigan dan hak-haknya
kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orangauaarus berpisah
karena hukum. Sehingga dengan adanya pembataldtawpean tidak

mengakibatkan hilangnya status hukum anak terh&ddpa orang tuanya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menantgkatus hukum anak
dari perkawinan yang dibatalkan adalah; anak tetseiahirkan dalam atau
sebagai akibat dari perkawinan yang sah, terjadihyhungan seksual
sebelum suami istri mengetahui bahwa akad nikalekaeadalah batal dan
melakukan hubungan suami istri dalam keadaan yzimva hubungan suami

istri tersebut adalah sah.

4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mempunymErbpa saran yaitu:
1. Untuk menghilangkan kemungkinan atau menghalanguinya hal-hal yang
tidak diinginkan hakim harus bertindak hati-hati laga mengambil
keputusannya. Dalam memutus permohonan pembatadakavginan ini
pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuarmagemereka yang
perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagi Kadtoisan Agama harus
lebih teliti dalam memeriksa permohonan perkawirtaal, ini dimaksudkan
untuk menghindari suatu perkawinan yang dilaran&uhu islam dan
peraturan perundang-undangan, dan juga sebelum rakall dilaksanakan
Pegawai Pencatat Nikah harus menanyakan kepadan sahmi dan calon

istri dan juga keluarga dari masing-masing calamsustri tersebut, dan bagi



calon suami dan calon istri dan keluarga dari ngasiasing calon suami sitri
harus memberikan jawaban yang sebenarnya.

. Bagi hakim yang memeriksa perkara pembatalan penay harus

memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu neenigtki peradilan

sederhana, cepat, dan biaya ringan, apalagi dalarkaga pembatalan
perkawinan akibat hubungan nasab, tidak perlu p&sseran yang berbelit-
belit yang dapat menyebabkab proses pemeriksagadmetama jika bukti-

bukti yang ada diakui dan tidak disangkal oleh paifeak, jangan sampai
akibat pemeriksaan yang berjalan lama menimbulkasetah baru.

. Pemerintah hendaknya juga mengatur masalah-magahaiberkaitan dengan
kedudukan hukum bagi anak hasil perkawinan yangatiiskan batal demi
hukum, yang dilanggarnya larangan perkawinan yarenjadi penyebab
batalnya perkawinan tersebut dilakukan tidak dengesengajaan, karena
benar-benar akibat adanya kelalaian dari pihak y@repentingan dalam

terjadinya suatu perkawinan.
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LAMPIRAN 5

Wawancara Dengan Kepala KUA Kec. Gucialit

1. Bagaimana Hukumnya Sekiranya Akad Nikah Itu Dihadieh Saksi, Namun
Pernikahan Tersebut Harus Dirahasiakan oleh orang fiadir pada saat akad
nikah dilakukan?.

Pernikahan tersebut sah, namun perbuatan terseldk t
diperbolehkan, karena jika pernikahan tersebutuspatnikahan yang
baik alangkah baiknya pula pernikahan tersebuktiutup- tutupi,
sehingga tidak akan terjadi fitnah diantara panakai

2. Bagaimana hukumnya kesaksian oleh wanita dalam akadh?. (golongan
Hanafiyah tidak mensyaratkan saksi harus laki-laldreka berpendapat saksi
boleh 2 (dua) orang laki-laki, jika tidak ada 2 #lwrang laki-laki maka

(boleh)_seorang laki-laki dan dua orang wanita

Kesaksian oleh wanita dalam akad nikah maka pemaikatu tidak
sah, dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 199%anenKompilasi
Hukum Islam, setiap perkawinan harus disaksikah @lédua) orang
saksi (Pasal 24 Ayat (1) saksi merupakan rukunndglalaksanaan
akad nikah (Pasal 24 Ayat (2)), yang dapat ditumugnjadi saksi
adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligtigak tertanggu
ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli ( PaSgal faksi harus hadir
dan menyaksikan secara langsung akad nikah semanuatangani
Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangkan (Pasal
26).

3. Jika wanita tidak boleh menjadi saksi mengapa? Bawaisesuaikan dengan

jawaban nomor 2.

Walaupun secara lahiriah seorang wanita mampu unerijadi saksi
namun para ulama sepakat saksi dalam perkawinaaha@a(dua)
orang laki-laki yang beragama islam, dapat mengeegksud akad,
hadir dalamijab gobul serta dewasa. Intruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakahwa
saksi adalah minimal 2 (dua) orang laki-laki (P&aKHI).



4. Mahar dalam perkawinan termasuk dalam Syarat atzkur® Bagaimana
hukumnya jika istri mengiklaskan mahar untuk tidisayar?
Mahar merupakan pemberian calon mempelai pria kepsdaon
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, mEtsa yang tidak
bertentangan dengan hukum islam, mahar menurut apgad
syafiiyah, mazhab yang sebagian besar dianut atesyarakat
Indonesia hukumnya wajib tetapi tidak termasuk ayatau rukun
nikah, penentuan besarnya mahar dilakukan berddasgrada asas
kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan osghanajslam
(pasal 31 KHI), jika disetujui oleh mempelai wanit@ahar dapat
ditangguhkan pembayarannya baik sebagian atauplurulseya,
mahar yang belum ditunaikan menjadi hutang calompedai (pasal
33 ayat (2) KHI ).
5. Bagaimana tata cara permohonan pemberitahuan kahendlangsungkan
perkawinan?
Tata cara pemberitahuan kehendak perkawinan

a. setiap orang yang akan melangsungkan  perkawinan
memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pemeatatwinan
di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan (Fagahat (1)).

b. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kuran@gfygsepuluh)
hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (paigejat (2)).

c. Pemberitahuan perkawinan dapat dilakukan secasm Imaupun
tertulis oleh calon mempelai, atau orang tua atalinya (Pasal 4)

d. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercgyaiaatjaan,
tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah atu
keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istrfnya
(Pasal 5).

e. Pegawai pencatat perkawinan yang menrima pembesitah
kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apajafat-syarat
perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak tetdédangan
perkawinan menurut undang-undang (Pasal 6 Ayat (1))

f. Selain itu penelitian juga dilakukan terhadap Syayarat:



* kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calmmpelai, jika
tidak ada surat kenal lahir , dapat juga diperganalsurat
keterangan yang menyatakan umur dan asal usul ozompelai
yang diberikan oleh kepala desa atau yang setirdgwagan itu,
(Pasal 6 Ayat (2) Huruf a).

» Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, gaaketan
tempat tinggal orang tua calon mempelai, (Pasalyét (2)
Huruf b).

* lzin tertulis/ pengadilan, jika salah seorang catmempelai atau
keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh sathynt
(Pasal 6 Ayat (2) Huruf c).

* lzin pengadilan dalam hal calon mempelai adalahasgpsuami
yang masih mempunyai istri, (Pasal 6 Ayat (2) Habuf

» Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksuadndBizsal 7
Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Pageyat
(2) Huruf e). Perkawinan diizinkan apabila mempgaa telah
mencapai umur 19 (sembilan Belas) tahun dan mempalsta
telah mencapai umur 16 (enam belas ) tahun.

e Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atdam hal
perceraian surat keterangan perceraian, bagi peraawuntuk
kedua kalinya tau lebih (Pasal 6 Ayat (2) Huruf f)

e lzin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh mente
HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon mempalaiu
keduanya anggota angkatan bersenjata, (Pasal 6t A%n
Hurufg) .

» Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disaltkeh
pegawai pencatat, apabila salah seorang calon nh&ingtau
keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuasam yang
penting, sehingga mewakilkan kepada orang lainsgPa Ayat
(2) Huruf h).

. Hasil penelitian sebagaimana diatas oleh pegawacgtat ditulis

dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (PasaAyat (1)).



Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapatithghn perkawinan
sebagimana yang dimaksud dalam Undang-Undang danbatum
dipenuhinya persyaratan sebagimana diatas, keadaasegera
diberitahukan kepada mempelai atau kepaad orangyduatau
kepada walinya (Pasal 7 Ayat (2)).

h. Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat grtatiuan serta
dari hasil penelitian tidak diketemukan sesuatarmgén perkawinan,
pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman dentan
pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinagadeoara
menempelkan surat pengumuman menurut formulir yhregapkan
pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu teyapgt sudah
ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8).

i. Pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatatdaruat:
 Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, templdnkan

dari calon mempelai dari orang tua mempelai apabédiah
seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan mmaan
atau suami mereka terdahulu (Pasal 9 Huruf a)).
* Hari tanggal jam, dan tempat perkawinan akan dgangkan
(Pasal 9 Huruf b)).
6. Bagaimana bunyi ijab gabul jika mahar masih dihg®an
Bunyi ijab;
“Saya nikahkan engkau dengan Aminah Binti IbraHiasan
dengan maskawin seperangkat alat sholat dihutang”
Bunyi qobul;
“Saya terima nikahnya Aminah Binti Ibrahin Hasanng&n
maskawin seperangkat alat sholat dihutang”
7. Dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan akibdungan nasab,
apakah tahapan perdamaian juga dilalui?
Dalam perkara pembatalan perkawinan akibat adanlyartgan nasab
tahapan perdamaian antara kedua belah pihak tidiekukdan
mengingat permohonan pembatalan tersebut disebd{#ana telah

melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun fi@7/asal 70



Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KosnpHukum
Islam, dalam kedua pasal tersebut menyatakan peraawbatal
apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yamgnpunyai
hubungan darah. Perkawinan suami istri tersebul lagmi hukum,
sehingga tahapan perdamaian tidak perlu dilakukan.

8. Bagaimana status anaknya ?
Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkanlaldaanak yang
sah, dimana perkawinan mereka sah sebelum adanyasapu
Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetapnggdni anak
mereka secara biologis dan secara lahiriah tersiglad lahir dari
hubungan suami istri yang didahului dengan perkamianak tersebut
tetap mempunyai hubungan dan hak-haknya kepadaakedang
tuanya walaupun kedua orang tuanya harus berpigen& hukum.
Sehingga dengan adanya pembatalan perkawinanrtidagakibatkan
hilangnya status hukum anak terhadap orang tualygutusan
pengadilan terhadap pembatalan perkawinan tidakakaersurut
terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawiaesebut.

9. Apakah anak yang lahir tersebut sehat ?
Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sdfdgk terdapat
cacat pada tubuh mereka, dan tumbuh dan berkendmbagaimana
anak-anak yang lain. Dan untuk saat ini anak tets&bt ibunya. (Pak
Miseli, Kaur Kesra Desa kertowono kec. Gucialit)

10. Siapa yang menjadi wali pada saat akad nikah ?
Yang menjadi wali pada saat akad nikah adalah agahmempelai
wanita itu sendiri. (Pak Miseli, Kaur Kesra Desat&@ono kec.
Gucialit)

11.Setelah perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilaan®g apakah mereka

benar-benar berpisah?

Setelah perkawinan dibatalkan oleh Pangadilan Agamaajang
keduanya hidup terpisah, sebagaimana layaknya rep@aami-istri
yang telah bercerai. Keduanya menerima putusandééag Agama

Lumajang yang membatalkan perkawinan antara ke@arkarena



pada saat akad nikah kedua mempelai benar-bersde tahu kalau
masih ada hubungan saudara yang sangat dekat, nyeduzaru
mengetahui kalau masih ada hubungan saudara damgta dekat.
Dan sampai saat ini kedua masih hidup sendiri-séimelum menikah

lagi. (Pak Miseli, Kaur Kesra Desa kertowono keacialit).

Gucilat, 9 Agustus 2008
Kepala Kantor Urusan Agama

Kec. Gucilit

ASRORUDIN, S.Pdi.
NIP.150234123



LAMPIRAN 6

PUTUSAN
Nomor: 1136/Pdt.G/2006?PA.Lmj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Lumajang yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama t elah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaar

pembatalan nikah antara:--------------=-==-==-=---

BAMBANG SHOLEH, P.SH., Umur 41 tahun, pekerjaan Kep ala
KUA. Kecamatan Gucilait, tempat kediaman di
Desa Yosowolangun Lor Kecamatan Yosowilangun
Kebupaten Lumajang, sebagai “ pemohon”;

melawan

JUVAT EFENDI, Umur 33 tahun, Agama islam, Pekerjaan
Swasta, tempat kediaman di Dusun Sidodadi
RT.02 RW. 03 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit
Kabupaten Lumajang, selanjutnya  disebut
sebagai “Termohon I’;

MARM bin PONDI, Umur 29 tahun, Agama islam, Pekerjaan
Swasta, tempat kediaman di Dusun Sidodadi
RT.02 RW. 03 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit
Kabupaten = Lumajang, selanjutnya  disebut
sebagai “Termohon 117;

Pengadilan agama tersebut diatas;------------------

Telah membaca surat-surat perkara;-----------------

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon | d an

Termohon II;---- S —

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanya
tertanggal 14 agustus 2006 yang telah terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dibawah
Register Nomor: 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj pada pokokny

mengemukakan sebgai berikut:-----------------------

1.

Bahwa telah berlangsung Akad Nikah antara Termohon
dan TERMOHON I, pada hari Sabtu tanggal 11 April
1998, di KUA Kecamatan Gucialit dengan bukti Kutipa
Akta Nikah NO,23/23/1V/1998, tanggal 11 April 1998;
bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia
(dua) orang anak yang bernama:---------------------

1.Dian, umur 8 tahun;----------

2.Rima Rita, umur 4 tahun;-------------------------

bahwa ternyata diketahui dari laporan tetangga deka
bahwa Termohon | dan Termohon II adalah masih ada
hubungan nasab sedarah sebagai saudara se ayah lain

bahwa Termohon | adalah anak hasil perkawinan
antara seorang laki-laki bernama Sukadi dengan
seorang wanita bernama Supiyati, sedangkan Termohon
Il adalah anak hasil perkawinan Pondi dengan wanita
yang bernama Tiyama;-----------==-=======nmmnmnuu--

bahwa lelaki bernama Sukadi adalah juga bernama

Ponadi. Jadi orang tersebut memakai dua nama tapi

orangnya satu;------- mmmm e

bahwa perkawinan Termohon | dan Termohon Il telah
melanggar Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syar’i, harus
dibatalkan, agar Termohon | dan Termohon Il tidak

lagi meneruskan perkawinan tersebut;---------------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon deng

hormat kepada Ketua pengadilan Agama Lumajang untuk

an



memenuhi dan memutuskan perkara ini yang amarnya

berbunyi:------------m-mse -

Primair:-----------------------

1. Mengabulkan permohonan pemohon;--------------------

2. Membatalkan perkawinan Termohon | dan Termohon II
yang telah dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 11
april 1998;-----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan

yang berlaku;-------- e
Subsidair;----------- e

Mohon putusan seadil-adilnya;-------------=--=-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal
persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon
dan Termohon Il hadir sendiri menghadap di persidan

Menimbang, behwa atas permohonan Pemohon tersebut,
Termohon | dan Termohon Il memberikan jawaban yang
pokoknya sebagi berikut;--------=--=-=--=mmnmnmv--

-Bahwa antara Termohon | dan Termohon II telah
menikah sah manjadi suami istri;-------------------

- Bahwa selama pernikahan antara Termohon | dan
Termohon |l telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak
masing-masing bernama Dian dan Rima Rita;----------

-Bahwa Termohon | dan Termohon Il mengaku bahwa
antara Termohon | dan Termohon |l adalah saudara

satu ayah lain ibu;----------------------o-o oo -o--

Menimbang, bahawa untuk menguhkan dalil-dalil
permohonannay, Pemohoin telah mengajukan alat bukti

surat berupa;-------- S —

gan;

pada



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NO.23/23/1V/1998,
tanggal 11 April 1998 atas nama yang bersangkutan
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis di

beri tanda P.!.;--------------- -
2. surat keterangan nomor:474.2/09/247.804.06/2006

tanggal 7 agustus 2006, atas nama yang bersangkutan

telah bermatarai cukup, kemudian oleh Ketua Mejelis

diberi tanda P.2.;-------- -

Menimbang, bahwa atas surat bukti yang diajukan
Pemohon tersebut dan Termohon | dan Termohon Il

menyatakan tidak keberatan dan tidak pula menyangka Inya

serta mohon putusan;- S .

Menimbang,bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan
ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditu njuk

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan in i;--

TENTANG HUKUWNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;--------

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
mendalilkan bahwa perkawinan Termohon | dan Termoho nll
telah menlanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 19784 da n
Kompilasi Hukum Islam serta hukum syarl, harus
dibatalkan, agar Termohon | dan Termohon Il tidak | agi
meneruskan perkawinan tersebut hal ini dikarenakan
antara Termohon | dan Termohon Il ternyata adalah
mempunyai hubungan nasab yaiti saudara satu ayah la in

IDU;-=-mmm oo



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya
tersebut,Pemohon mengajukan surat bukti(P.1. dan P.

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Kutipan Akta nikah)
adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan menentukan,oleh karenanya maka berdasa
surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara
Termohon | dan Termohon Il terikat oleh perkawinan

sah;-- memmmememememememeeeeeeeeeee

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Surat Keterangan)
adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan menentukan,oleh karenanya maka berdasa
surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara
Termohon | dan Termohon Il adalah pasangan suami is

saudara kandung;---------------

Menimbang, berdasarkan pengakuan Termohon | dan

Termohon |l dihubungkan dengan surat-surat bukti ya

ada di atas ditemukan fakta bahwa antara Termohon |
Termohon Il adalah pasangan suami istri yang mempun
hubungan nasab sehingga harus pernikahan antara

Termohon | dan Termohon Il harus dibatalkan;-------

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon

telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 22 Undan
Undang Nomorl tahun 1974 dan sesuai dengan dalil ki
I'anatuttholibin ‘ala Fathulmu’in juz 3 No. 302 yan

berbunyi:------------ S

artinya: “ telah nyata batlnya nikah dengan kuatnya
(hujjah) batalnya nikah, dengan saksi atau

pengetahuan Hakim atau dengan pengakuan

2.);

rkan

yang

rkan
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antara suami/istri dalam hak kedua-duanya

pada barang yang menolak sahnya perkawinan”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemo
patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawina
Termohon | dan Termohon Il;---======mmmmmemmmeeeem

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon
Dan Termohon Il dibatalkan, maka Akta Nikah
Nomor:23/23/1V/1998, tanggal 11April 1998 atas nama
Termohon | dan Termohon Il harus dinyatakan tidak
berkekuatan hukum;--------=-=-=--=ememcmmmeemeo-

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk
bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkar
dibebankan kepada Pemohon;---------=--=-==-=nmeu--

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar’l ya
berkaitan dengan perkara ini:--

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;------------=-------

2. Membatalkan perkawinan Termohon | (JUMAT EFFENDI)

dan Termohon II (MARMI Binti PONDI) yang telah
dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 April 1998;

3. Menyatakan Akta Nikah Nomor:23/23/IV/1998, tanggal
11 April 1998 atas nama Termohon I(JUMAT EFFENDI)da
Termohon Il (MARMI Binti PONDI)yang dikeluarkan ole
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten
Lumajang dinyatakan tidak berkekuatan hukum;-------

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu
ribu rupiah);---

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Lumajang
pada hari Senin tanggal 11 September 2006 Masehi

hon

ng



bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1427 Hijriyah oleh

kami Drs.H. MAFRUDIN MALIKI, S.H. sebagai Ketua Maj elis
dengan didampingi oleh Drs. I. SONHADJI SOE’EB, S.H

dan Drs. ABD. ROUF ABDULLAH, S.H. masing-masing seb agai
Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUHAMAD SOLIKIN
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebu t,
Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sid ing

terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Pemohon

Termohon | dan Termohon II;---------------=--------

Rincian biaya perkara;

1. biaya administrasi------
2. biaya panggilan---------

Ketua Majelis,

Ttd.
Drs.H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.
Hakim Anggota

Ttd.
Drs. I. SONHADJI SOE’'EB, S.H.
Hakim Anggota

Ttd.
Drs. ABD. ROUF ABDULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Drs. MUHAMAD SOLIKIN

---------------- Rp. 50.000, -
--------------- Rp.120.000, -



3. biaya atas perintah pengadilan---------- Rp. 75.000,
4. materai---------------=-=-s-omememnmnmo- Rp. 6000,-
Jumlah----------cmmmm - Rp.251.000,

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

H. SYAIFUDIN LATIEF, S.H.



